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KATA PENGANTAR 
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keablian DPR RI 

P uji dan syukur kami panjatkan kcpada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa karcna atas rahmat clan karunia-Nya, sehingga pcnyusunan dan 
pcnyajian buku "Efcktivitas Pelaksanaan Peningkatan KLlalitas 

Pembelajaran Dalam Rangka Penvelcnggaraan Wajib Belajar 12 1ahun 
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Temarik Il - IPS II Tahun 2019" oleb 
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Kcahlian 
Sekretariat Jenderal DPR RI dapat terselesaikan. Kajian mi disusun 
bertujuan untuk memperkuat pcngawasan DPR RI atas penggunaan 
]ceuangan ncgara, khususnya anggaran pcndidikan. 

Kajian mi berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan 
peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan melalui penjaminan 
mutu pendidikan dan implementasi Kurikulurn 2013 dalam 
rncwujudkan wajib helajar 12 tahun pada Kemenrcrian Pendidikan dan 
Kebudavaan (Kemcndikbud) dan 48 pemerintah daerah, mdiputi: 9 
Pcmerintah Provinsi, 31 Pemcrintah Kabupaten, dan 8 Pcmcrintah Kota. 

Penjaminan Mutu Pcndidikan menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 
2016 tcntang Sistem Penjaminan Mum Pendidikan (,SPK Dasar dan 
Mencngah (Dikdasmen) adalah suatu mekanisme rang sistematis, 
tcrntegrasi, dan berkelanjutan untuk mcrnastikan bahwa seluruh proses 
penyeleng,garaan penclidikan telah scsuai dengan standar mutu. SPM 
Dikdasrnen terdiri dari 5PM Internal dan SPM Eksternal. SPM Internal 
Dikdasmcn dilaksanakan dan dikembangkan olch satuan pendidikan mclalui 
scbuah sikius yang diawali dcngan pemetaan mum rang menghasilkan rapor 
muru, pcnyusunan rencana pemcnuhan, pelaksanaan rencana pcmcnuhan, 
evaluasi/audit pelaksanaan rencana dan penetapan standar muru. Sedangkan 
SPM Eksternal Dikdasmen memiliki sikius rang salah satunya adalah 
monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pcmenuhan mutu dan 
penvusunan strategi pcnrngkatan mum. 

Sedangkan, Kurikulum 2013 menipakan pcngembangan lanjutan dan 
Kurikulum Bcrbasis Kompctensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) 2006, dengan cakupan kompetensi sikap, pengetahuan, 
dan kctcrampilan sccara terpadu. Kunkulum 2013 diberlakukan secara 
serentak untuk seluruh satuan pendklikan pada Semester Ganjil Tahun 
Ajaran 2014/2015 scbagai amanat Pcrmcndikbud Nomor 81A Tahun 2013 
tentang Implemcntasi Kurikulum. Penerapan Kurikulum 2013 pada satuan 
pendidikan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2018. 

Tcrhadap pclaksanaan pcningkatan kualitas pembelajaran rnelalui 
pen jaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013, BPK RI 
telab melakukan pemcriksaan kinerja pada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan 48 Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan kinerja tersebut, 
B P1K RI menyimpulkan bahwa pcningkatan kualitas pembelajaran melalui 
penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implernentasi Kurikulurn 2013 
dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun pada Kementcrian Pcndidikan 
dan Kebudayaan kurang efektif. Sementara, pemcriksaan BPK RI pada 48 
Pemerintah Daerah menvimpulkan bahwa peningkatan kualitas 
pembelajaran pada 4 Pcmerintah Daerah, yang terdiri dari 2 Pemcnintah 
Provinsi dan 2 Pcmcrintah Kota adalah cukup efektif; 25 Pemerintab 
Dacrah, yang terdiri dari 3 Pemerintab Provinsi, 17 Pernerintab Kabupaten 
dan 5 Perncnintah Kota adalah kurang efektif; dan 19 Pemenintah Dacrah, 
yang terdiri dari 4 Pemcrintah Provinsi , 14 Pemcrintah Kabupaten dan 1 
Pcrncnintah Kota adalah tidak efektif. 

Dalam kajian liii diungkap 6 permasalahan signifikan pelaksanaan 
peningkaran kualitas pembelajaran, baik pada Kcrncndikbud maupun 48 
pcmenintah daerah yang menjadi daerah uji petik pemcriksaan BPK RI. 

Keenam permasalahan tcrscbut, meipud 

1) 2 (dua) permasalahan penguatan penjaminan mutu pendidikan, antara 
lain: (a) Data dan informasi hasil Sistcm Pcnjaminan Muw Pendidikan 
(SPMP) pada Kemcndikbud dan 46 Pemcrintah Daerah bclurn 
scpcnuhnya valid, akibatnya informasi yang dihasilkan mutu sekolah 
kurang akurat dan rapor mutu pendidikan belum dapat dijadikan dasar 
yang valid untuk memetakan mum pcndidikan dan merencanakan 
strategi pcmcnuhan mutu pendidikan; (b) Pemanfaatan rekomcndasi 
hasil penjarninan mutu dari Lembaga Penjarninan Mum Pendidikan 
LPMP) sebagai acuan perbaikan mutu pembclajaran pada Kemcndikbud 

dan 43 Pemerintah Daerah belum ditindaldanjuti, akibatnya rekomendasi 
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tersebut belurn sepcnuhnya membcrikan dampak perbaikan mutu 
pendidikan. 

2) 4 (empat) permasalahan implementasi Kurikulum 2013, antara lain: (a) 
Kcmendikbud dan Pernerintah Daerah belum menerapkan pembelajaran 
scsuai kurikulum 2013 sccara optimal, akibatnya proses pembelajaran dan 
supervisi atas pelaksanaan pembelajaran belum rncncerminkan 
penerapan muatan Kurikulurn 2013; (b) Kemendikbud dan 37 
Pemeraitah Daerah belum memanfaatkan hasil penilaian dalam 
irnplemcntasi Kurikulum 2013, akibatnva upaya pembelajaran yang di 
rancang dan dijalankan tidak memberikan dampak peningkatan 
perbaikan kualitas hasil belajar; (c) Pcmerintah dan 8 Pemcrintah 
Provinsi belum mclakukan revitalisasi SMK dalam rangka mcmcnuhi 
kompctensi kelulusan scsuai kebutuhan, akibatnya mutu lulusan SMK 
berpotensi tidak sesuai dengan kcbutuhan dunia usaha dan dunia 
industri; (d) Kemendikbud belurn optimal menerapkan penguatan 
pendidikan karakter (PPK) dan 37 Pemcrintab Dacrah belum 
menerapkan PPK, akibatnya belum dapat diindentifikasi tingkat 
kebcrhasilaii pclaksanaan gerakan PPK. 

Selain mcngungkap berbagai permasalahan dalarn pelaksanan 
peningkatan kualitas pcmbclajaran, kajian mi juga mcmbcrikan beberapa 
saran, antara lain: (1) Kemendikbud dan Pemerintah Dacrah perlu scgcra 
melakukan validasi isian instrumen penjaminan mutu pendidikan scsuai 
dengan kondisi nil; (2) Perlu adanya koordinasi antara Kernendikbud, 
pemermntah daerah, dinas pendidikan dan satuan pendidikan dcngan LPMP 
untuk mcrnbahas basil pcmetaan mutu rekomcndasi dan rencana aksinya; (3) 
Penlu membuat rcncana aksi dalam menerapkan pcmbclajaran Kurikulum 
2013; (4) Perlu mclakukan evaluasi basil penilaian pendidikan secara 
kornprehcnsif scbagai bahan dalarn menyusun kebijakan peningkatan 
kualitas pembelajaran; (5) Perlu segera membuat peta jalan revitalisasi SMK 
scbagai pedornan pelaksanaan program revitalisasi SMK; dan (6) 
Kemendikbud bersama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan 
satuan pendidikan perlu melakukan koordinasi untuk merumuskan indikator 
keberhasilan dan instrumen pengukuran penerapan PPK serta menyusun 
kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK; 
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I'ada akhirnya, kami berharap kajian mi dapat bermanfaat dalam 
mclaksanakan fungsi pengawasan DPR RI untuk mendorong tcrwujudnya 
pengelolaan kcuangan negara yang transparan dan akuntabcl, schiiigga 
tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada khususnya dan 
pendidikan nasional pada umumnya dapat tcrcapai. 

Atas kesalahan dan kekurangan dalam kajian mi, kami mengharapkan 
kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan kcdcpannva. 
Demikian untuk menjadi makiurn atas perkcnannya diucapkan terimakasih. 

Ja rta, 	juni 2020 

Ly  

DR H MIZAR, ME. 
NIP. 19640719 199103 1 001 
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1 Ffekti\ itas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
I)alam Rangka Penvelenggaraan \Aajib Belajar 12 'I'aliun 

1 	Bcrdasarkan Basil Pemeriksaan Kincrja feniatik 
IHPS H Tahun 2019 

---- 	- 	- - 
Latar Belakang 

Amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa Pemerintah 
> wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya 

• 	pendidikan untuk setiap Warga Negara Indonesia 

Arnanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 
teritang Sisdiknas bahwa Komitrnen penyelenggaraanpendidikan 
diwujudkan melalui prioritas anggaran pendidikan sebesar 20% 

/Lnggaran Pendidikan 	
(m Lril:url nipiah) 

Alokasi dan Realisasi 	 Proporsi anggaran pendidikan pada masing- 
Anggaran pendidilcan Tahun 2015-2019 	 masing pos anggaran tahun 2015-2019 

492.5 	2019  

409.1 	419.2 	416.1 	444.1 
S 	 470.1 2018 —i. 	 -" • 	

431,7 
390.3 

 

	

370.8 	
406,1 

2017 	 M. 	 0.5 

Aliggaran 	• Realtsasi 	 Solo 	 5 

2015 	2016 	2017 	2018 	2019 

Rata-rata dalam 4 tahun terakhtr (outlook) 
Suniber: Nola flf'IJN dn LKPP. Kni,'ntcrirz Ka,an 

2015 

Sunibcr: Portal Data APBN, Ke'rnenteruln K'uangan 

Upaya Pemerintali di Bidang Pendidikan 

Melalui RPJMN tahun 2015-2019, memprioritaskan pembangunan nasional bidang 
) pendidikan yang termuat dalarn agenda 5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia" dan agenda 8 "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa 

Penyempurnaan Kurilukum dengan mengganti kurikulurn lama 
yaltu KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013 dengan cakupan 
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu 

Penyelenggaraan Sistem Penilaian Mutu Pendidikan (SPMP) untuk 
memastikan 	terselenggaranya 	pernerataan 	kesempatan 

G pendidikan, peningkatan niutu serta relevansi dan efisiensi rnanajernen 
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesual dengan tuntutan perubahan 
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 
pembaharuan pendidi kan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan 



Pemeriksaan BPK Ri 

• Kemendikbud 
Objek 	• 48 objek pemeriksaan di lingkungon Pemdo 

(9 Pemprov, 31 Pemkob, & 8 Pemkot) 

Peningkoton 	kuo(itos 	pembetojoran 	metatui 	penguoton 
penjominon mutu pendidikon don imptementosi Kurikutum 2013 
podo Kemendikbud kurong efektif. Sementora itu poda 4 pemda 	riOSI 

cukup efektif, 25 pemda kurang efektif, don 19 pemdo tidok efektif PeYneflkSOaY 

IF 	Pemeriksaan 
DATA I)AN INFORMASI HAll. SlIMP BaUM SH'ENUHNYA VALID 

, . I nstnuncn prni laian heluin dapal nicngganiharkan ktndsi ii ii; 
• Reluni adanva SNP I)tksus dan flikiara; 
• Kuruntnya kualitas dan kuantibs SDM; 
• Koordinasi anlara UPT Ki.-nindikhud dun Pcmdu Lidak hcnalan. 

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENJAMINAN MUTU ISELUM 
DIJADIKAN SEBACAI ACUAN PERBAIKAN MUTIJ PEMRELAARAN 

• F'rinasa)a)ian dan rckoineiidasi hclum dihaha alilara pcnialnin mutu, dinas scrta satuan pendidikan; 
• kckciiicndasi dun 1.1 1 ),111 1 belunididukung reiicana aksi dan dinas pendidikan dan satuan pcndidikai: 
• Dinas pendidikan hcluni mcnvcdiakan nicdia cvaluasi/pelaporan pelaksanaan rckonicndasi pcnjanhlnan mutu 

padu satuan pendidikan. 

C
PENERAPAN PEMISELAjARAN KURIKULUM 2013 

Kniendikhud dan Dinas Pcndidikan hcluni ptimaI nenyiapkan Pcngawai, Kepala Satuan Pcndidikan, dan 
Pcndidik dalani nicncrapkan pernhclajaran wsuai Kurikulum 2013; 

• Kcnicndikhud hdum nicrna.ctikan nicdia/buhan ulur duput 	ndukun pcmhilajaran Kunikuluni 2013; 
• Pcngawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik heluni menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 

2013. 

PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN I)ALAM IMPLEMENTASI 
KURIKULUM 2013 OLEH PEMERINTAH DAN SATUAN PENDIDIKAN 

• Ls'aluasx luisil penilsian pendidikan (datum berhagai iudikitor) beluni dilakukun; 
• Pemanfautan hasil penilaian Imididikan sebugai bahan perbaikan pembetajaran heluin dilakukan: 
• l'cnvcdiaan niaupun peinanfuatan nicdia rkam jcak perkciiibangan p seila didik heluin optimal. 

C
PENCUATAN PENDIDIKAN K.ARAKTLR (PPK) 

5 	.Kemcndhkhud dan Penienintah Daerah helum seperiulinva menjalankan langkah-langkuh PPK; 
Keniendikhud dun Pcmenintah Dacrub heluni ineiievaIuasi penienuhan Iauikah-Iangkah PPK sceara optimal. 

PELAKSANAAN REVITALISASI SMK 

• Dua permasalahan uimim teijadi pasta entin l'einda, vailu Pcniprov Jahar, '. I 13, Kalteng, Sulsel, Sulbar, dan 
Maluku tjtara: 

Langkah-langkah revitalisasi SMK beluni scpcnuhnva dijalankan; 
F'aluasi atas hasil petaksanaan rcviialisasi SMK heluni dilakukan. 

• Permasulahan lain terjadi di Provunsi (iont,nialo dun Provinsi Jav.a I-lanai yaitu program revitulisasi SMK 
heliini lermuat datum RPJMD dun helum adanyu payimg hukum terkait revitalisasi SMK. 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan ncgara berdasarkan Pcmbukaan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 adalah menccrdaskan kchidupan bangsa, dimana untuk 
rnencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib rncnvelcnggarakan pendidikan 
bagi setiap warga negara dan wajib membiayainya scbagaimana diatur dalam 
Pasal 31 aat (1) dan (2) UUD 1945. Pendidikan yang diselenggarakan 
pemerintah tidak hanya terbatas pada kegiatan pcngalihan ilmu pcngetahuan 
(trans/er of knowlee), tetapi juga pendlidikan yang meiputi kegiatan 
pembcntukan kemampuan (skih) dan pernbcntukan karakter bagi setiap 
warga negara, sebingga tcrcipta peradaban bangsa yang cerdas dan 
bcrmartabat sesuai dengan Pasal 31 avat (3) UUD 1945. Terciptanya bangsa 
yang cerdas dan bermartabat merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan 
dan kemakmuran suatu negara sehingga mampu menjadikan Indonesia siap 
dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, upaya membangun 
kualitas sumbcr dava manusia rnclalui pendidikan menjadi sangat penting. 

Iciomitmen pcmerintah untuk menvcicnggarakan pendidikan tersebut 
salah satunya divujudkan dcngan memprioritaskan anggaran pendidlikan 
sckurang-kurangnva 20% dua puluh persen) dan APBN serta APBD, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 UU 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pcndidikan Nasional. Dari tahun 
2015 sampai dengan 2019, total anggaran pendidikan yang telah dialokasikan 
nich pcmerintah sebagai berikut. 

Grafik 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendidikan 
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*Rata_ rat a  dalam 4 tahun terakhir (outlook) 
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Alokasi maupun realisasi anggaran pendidikan dari tahun 2015 sampai 
dengan 2019 cenderung rncningkat, kccuali untuk alokasi pada tahun 2017 
terjadi penurunan sebesar Rp3,1 triliun, sedangkan untuk realisasi anggaran 
pcndidikan sempat menurun pada tahun 2016 sebcsar Rp19,5 triliun. Pada 
grafik 1 terlihat bahwa realisasi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 
1000/o. Seisib tertinggi antara alokasi dan realisasi tcrjadi pada tahun 2016 
sebesar Rp48,4 triliun atau 88%. 

Alokasi belanja wajib anggaran pendidikan yang bcrsumber dan 
APBN dikelompokkan dalam tiga pos anggaran, yaitu: peFama, anggaran 
pcndidikan rnclalui belanja pcmcrmtah pusat yang dilakukan oleh 
kementerian/lembaga, seperti Kemcnterian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kemcnterian Riset Tcknologi dan Pendidikan Tinggi, Kcmcnrcrian Agama, 
dan K/L lain yang memiiiki lembaga pendidikan. Kedita, anggaran 
pendidikan mclalui Transfer Kc Dacrab (TKD), yang diwujudkan dalam 
bentuk DAU yang diperkirakan untuk pendidikan, Dana Transfer Khusus 
(DAK Uisik dan DAK Non fisik, dan Dana Otsus yang diperkirakan untuk 
pendidikan. Keia, anggaran pendidikan melalui Dana Pcngcmbangan 
Pendidikan Nasional. Proporsi anggaran pcndidikan pada masing-masing 
pos anggaran tersebut dapat dilihat pada grafik 2 di bawah mi. 

Grafik 2. Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2015-2019 
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Alokasi anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar Rp491,5 triliun darn 
total anggaran belanja negara dalam APBN sebcsar Rp2.461,1 triliun. 
Rincian anggaran penclidikan tahun 2019 tersebut, meiputi: anggaran 

pendidikan yang dialokasikan mclalui TKD sebesar Rp308,4 triliun, 
anggaran pendidikan melalui pemerintab pusat sebesar Rp163,1 triliun dan 
sebesar Rp20 triliun untuk dana pengembangan pendidikan nasional. 

Selain dukungan anggaran, guna terlaksananya penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya 
dalam mcrn berikan arah kebijakan serta program-program pembangunan 
nasional di bidang pendidikan. Salah satu upava tersebut adalah dengan 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang diantaranya mengatur bahwa 
pemcrintah menetapkan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedornan 
penyelenggaraan kegiatan pembclajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
(kurikuluni). Disamping itu, pemcrintah juga menyelenggarakan sistem 
penilaian mutu pendidikan (SPMP) untuk mernastikan terselengraranya 
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan 
efisicnsi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 
tuntutan perubahan kchidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 
dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 
berkesinambungan. 

Pemcrintah dalam RPJMN 2015-2019 telah mcnyusun agenda 
prioritas pcmbangunan nasional bidang pendidikan yang termuat dalam 
agenda 5, yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" 
dan agenda S "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa". 

Dalam upava mewujudkan agenda 5 pada RPJMN tahun 2015- 2019 
yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia", Pemerintah 
mclaksanakan 4 sub agenda prioritas yang salah satunya adalah 
Pembangunan Pendidikan khususnva pelaksanaan Program Indonesia 
Pintar (PIP). Melalui program PIP, pelaksanaan \vajib belajar 12 tahun 
diarahkan untuk memenuhi bak seluruh anak indonesia tanpa terkecuali. 
Kebijakan mi inline dengan misi UU Sidiknas yang mengupavakan asas 
pemerataan bagi seluruh rakvat Indonesia dalam meniperoleb pendidikan 
yang bermutu. Selain itu, perharian lcbih besar juga ciberikan kepada daerah- 
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daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan \Vajib Bclajar Pendidikan 
1)asar 9 tahun. Disamping itu, kcbijakan untuk pendidikan rnenengah 
diarahkan untuk perluasan dan pcmerataan pcndidikan menengah yang 
berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperccpat ketersediaan 
SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus 
berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan 
perdagangan bebas di ASEAN. 

Selairi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui 
pendidikan sehingga menghasilkan bangsa yang cerdas, Pemcrintah juga 
berupava mcmbangun bangsa yang hermartabat melalui agenda 8 RPJMN 
tahun 2015-20 19 yaitu "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa". Hakikat 
revolusi karaktcr bangsa adalah pembangunan manusia yang bcrkarakter 
kuat, bcrpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik 
sebagal perwujudan warga negara yang balk. Revolusi karakter bangsa dapat 
dijalankan melalui pendidikan selain rnelalui kebudayaan, sebab pendidikan 
tidak hanva terbatas pada keilmuan tetapi juga pada pembcntukan thil dan 
karakter yang baik. Konsep ideal pendidikan seperti mi yang perlu dipupuk 
dan dikcmbangkan sebagai sarana membangun bangsa yang bermartabat. 
Oleh karcna itu, sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan 
harus mampu menurnbuhkan budaya sekolab yang kondusif bagi pcnciptaan 
lingkungan belajar yang balk bagi siswa. 

Dari kedua agenda RPMN 2015-2019 bidang pendidikan tersebut, 
terlihat adan a upaya pemcrintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan 
khususnya memperkuat penjaminan mutu pendidikan serta penerapan 
kurikulum yang balk dan relevan dcngan era saat mi dalam mewu;udkan 
wajib belajar 12 tahun. Dalam mewujudkan upava perncrintah tcrscbut. 
Pemcrintah melalui Kcmcnterian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemcndikbud), tclah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk 
mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun anggaran 
dan realisasi program/kegiatan terkait pcningkatan kualitas pembelajaran 
dariTahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 (Semester II) dapat dilihat 
pada tabe] berikut. 
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Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Peningkatan 
Kualitas Pembelajaran TA. 2016-2019 (Semester I) 

TA2016 TA2017 TA2018 TA2019 

Angg Real Angg Real Angg Real Angg 
Real 

Sem I 
No Program 

I. SPMP 2.307 2.086 2.383 2.281 1.813 1.699 1.747 850 
2. Implernentasi 7.084 5.235 4.178 3.976 5.117 4.939 4.563 1.753 

Kurikulurn 
2013  
Jumlah 9.391 7.321 6.561 1 	6.257 1 	6.930 6.638 6.400 2.603 

.Sum!;er LI-/P citas Pen inIiatan K.iia/itas Pem/e/ajanin Ale/a/ui Peniva/ti,, Penjaminan A lu/it 
dan lmp/ementa,& Kjmku/urn 2013 

Iintuk menjamin mutu pendidikan, Pcrncrintah mcnctapkan Sistem 
Pcnjaminan Mum Pendidikan (SPMP) sesuai amanat LJU Sisdiknas. 
Penjaminan Mum Pendidikan menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 
2016 tentang Sistem Penjaminan Mum (SPM) Pendidikan Dasar dan 
Mcnengah (Dikdasmen) adalah suatu mekanisme yang sistematis, 
tcrintegrasi, dan berkelanjutan untuk mcrnastikan bahwa scluruh proscs 
penyelcnggaraan pendidikan tclah scsuai dcngan standar mum. SPM 
Dikdasmcn, terdiri dari 5PM Internal dan SPM Ekstcrnal. SPM Internal 
Dikdasmcn dilaksanakan dan dikcmbangkan olch satuan pendidikan melalui 
sebuah sikius yang diawali dengan pemetaan mum yang menghasilkan rapor 
mutu, penyusunan rencana pemcnuhan, pclaksanaan rencana pemenuhan, 
evaluasi/audit pelaksanaan rencana dan pcnctapan standar mum. Sedangkan 
SPM Eksternal Dikdasmen memiliki sikius yang salah satunya adalah 
monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pcmenuhan mutu dan 
pcnvusunaii strategi peningkatan mutu. 

I mplementasi SPMP diawali dengan kegiatan mcngumpulkan data 
dari kondisi yang ada untuk mendapatkan data yang valid. Selan jutn a data 
tersebut dianalisis dan dilaporkan, dan digunakan scbagai acuan untuk 
menyusun program dan kebijakan lebih lanjut. Program yang akan tersusun 
akan mcnjadi scsuai kebutuhan dan tcpat sasaran untuk peningkatan mutu 
pendidikan karena dikumpulkan dari data bottom up. Apabila dilakukan terus 
menerus maka akan tercipta budaya mutu, dirnana sckolah menjadi kunci 
penjaniinan mutu. 

Penjarninan mutu yang dilaksanakan olch sckolah wajib mengacu 
pada de]apan Standar Nasional Pendidikan scsuai dengan PP Nomor 19 
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Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 1)clapan standar tersebut 
antara L'iin: 1) Standar Isi; 2) Standar Kompetensi Lulusan; 3) Standar 
Pcnilaian; 4) Standar Proses; 5) Standar Pengclolaan; 6) Standar Sarana dan 
Prasarana; 7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; serta 8) Standar 
Pembiayaan. Delapari Standar Nasional Pcndidikan tersebut dijadikan 
scbagai acuan mum pendidikan. 

SPMP harus dapat dipahami dan dimplernentasikan secara baik 
dcngan berorientasi pada mutu/kualitas pada sctiap pihak yang 
bcrkcpcndngan agar tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan 
dan mcnaikkan tingkat kecerdasan kchidupan bangsa melalui pendidikan 
dapat tercapai. 

Upava positif yang tclah dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda, dan 
Satuan Pendidikan dalam rangka pcnguatan SPMP pada Dikdasmen 
rermasuk Diksus serta Diktara, antara lain: 

Penyediaan sistem penjaminan mutu dalam bentuk aphkasi PMP untuk 
memudahkan proscs penjarninan mum pada satuan pendidikan dengan 
mcibatkan kepala sckolah, pengawas sckolah, guru, siswa, dan komite 
sekolab sebagai rcspondcn. 
Pada tahun 2019, Kemendikbud mcnycmpurnakan instrumen pcmetaan 
mutu dcngan rncrangkum bcbcrapa pertanyaan yang memiliki makna 
sarna, dan memperbaiki pertanvaan mulai dari struktur sampai dengan 
bentuk pertanyaan agar lebih mudah dipahami serta melibatkan 
pengawas untuk proses validasi bukan sebagai rcspondcn. 
Kcmcndikbud mcnctapkan satuan pendidikan scbagai sckolah 
modcl/binaan LPMP dan sekolah irnbas agar dapat memahami cara 
mclakukan pcmetaan mutu melalui pengisian instrumen EDS dan 
selanjutnvanya membuat rencana aksi atas rekomendasi perbaikan mum 
kc dalam Rcncana Kcrja 'lahunan (RKT dan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Sckolah (RKAS). 
Penyediaan sistem Daftar Isian Akreditasi DIA) untuk pengisian data 
oleh sekolah sebelum sckolah tcrsebut diakrcditasi, sebagai bagian dan 
Sistem Penilaian Akrcditasi (Sispcna) untuk pclaksanaan akreditasi. 
Pcningkatan implementasi program pendidikan inklusif berupa 
penycdiaan narasumber pusat dalam bidang pendidikan inklusif untuk 
mclayani pernda. 
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Pcndataan ATS pada tahun 2017-2018 sebagai potcnsi populasi calon 
pcscrta didik dalam pendidikan kesetaraan (Diktara) sebagai upaya 
memperoich data APS dan ATS didukung idcntitas individual yang 
hasilna didokumentasikan dalarn Dapodik Kcmasvarakatan 
(Dapodikmas) scbagai acuan dalam pernbcrian intcrvcnsi pcndanaan 
olch pemerintah. 
Pcrnbcrian dukungan pcngcndalian dan pcnjamlnan mutu PN1 (SKB 
dan PKBM) berupa Aplikasi Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas. 
Pusat Pengembangan (PP)/Balai Pengembangan (BP) PAUD dan 
Dikmas maupun pemda rnenggunakan hasil ET)S untuk 
mcngcmbangkan model pembelajaran dan memberikan rekomendasi 
perbaikan mutu pembclajaran yang hasilnya menjadi persvaratan minimal 
untuk proses akrcditasi olch BAN PALTD dan PNU'. 

Selain melalui penjaminan mutu pendidikan, dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran Pcmcrintah juga mclakukan penycmpurnaan 
kurikulum Kurikulum menurut U U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pada Pasal I ayat (19) adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengcnai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan scbagiu pedoman penyelenggaraan kegiatan pcmbelaj aran untuk 
rnencapai tujuan pcndidikan tcrtentu. 

Kemcndikbud pada tahun 2014 rnulai mencrapkan kurikulurn barn 
yang diberi narna "Kurikulum 2013" untuk mcnggantikan kurikulum lama, 
yaitu "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006" sesuai dengan 
Pcrmendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, 
yang dibcrlakukan secara serentak untuk seluruh satuan pendidikan pada 
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015, Namun pada saat terjadi 
perubahan pcmcrintahan periode 2014-2019, kebijakan Kurikulum 2013 
tersebut dikaji kembali, sehingga Kurikulum 2013 tidak dilakukan sccara 
serentak kepada scluruh satuan pcndidikan. Kurikulum 2013 dibcrlakukan 
bagi satuan pendidikan yang telah siap perangkatnya, sedangkan bagi satuan 
pendidikan yang bclum siap, tctap mcnggunakan kcmbali KTSP 2006. 
Pencrapan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dilakukan secara 
bcrtahap, sehingga diharapkan pada tahun 2018 sciurub satuan pendidikan 
tclah rncncrapkan Kurikulum 2013 dalarn kegiatan belajar mengajar. 

Pu.ei/ Kajz,z 	1 7 



Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 
pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK tahun 2004 dan 
KTSP 2006 dengan cakupan kompetensi sikap, pcngctahuan, dan 
keterampilan secara terpadu sebagairnana disajikan dalarn tabel bcrikut. 

Tabel 2. Penyempurnaan Pola Pikir Perumusan Kurikulum 
No KBK 2004 dan KTSP 2006 Kurikulum 2013 

I Standar Kompetensi Lulusan SKL diturunkan dari kebutuhan 
(SKL) diturunkan daii Standar 
Isi  

2 Standat- 	Isi 	dirumuskan Standar 	Isi 	diturunkan 	dari 	SKL 
herdasarkan 	tujuan 	rnata melalui Kompetensi Intl yang bcbas 
pelajaran (SKL Mata Pelajaran) mata pclajaran 
yang 	dirinci 	menjadi 	Standar 
Kompetensi 	dan 	Kompetensi 
Dasar Mata Pelajaran  

3 Pernisahan antara mata pdajaran Scrnua 	mata 	pelajaran 	harus 
pcinbentuk 	sikap, 	pernbcntuk bcrkontribusi tcrhadap pcmbcntukan 
kctcrarnpilan, 	dan 	pcmbcntuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan 
pengetahuan  

4 Kompetensi diturunkan dan mata Mata 	pclajaran 	diturunkan 	dan 
pelajaran kompetensi yang ingin dicapai 

5 Mata pclajaran lepas satu dengan Sernua mata pclajanan diikat oleh 
yang 	lain, 	scperti 	sekumpulan kompetensi inti (tiap kelas) 
maui pclajaran terpisah 

Szirnhci LI - Il' a/ac Pcninçkcifan kqalita,c l'cmie/ajanin Mc/alm Pcnguatan l'enjairnnan Mu/u 
dan Jmp/cim'niaci Kuthu/um 2013 

Pola pikir dalam Kurikulum 2013 menemparkan kebutuhan yang 
diperlukan sebagai acuan yang ingin dihasilkan dalarn pendidikan. 

Selanjut-nva, satuan pcndidikan akan berupava untuk mencetak lulusan-
lulusan scsuai kebutuhan tersebut. Dari standar kornpctcnsi lulusan yang 
ingin dihasilkan terscbut, rnaka dclapan Standar Nasional Pendidikan penlu 
untuk saling bersinergi. 

Pernerintah tclah melakukan bcrbagai perbaikan dalam rncningkatkan 
mutu pendidikan, baik rnclalui perubahan /revisi peraturan perundang-
undangan, pcnyernpurnaan kurikulum pendidikan, pcningkatan kompetensi 
guru, maupun perbaikan dan pcngadaan sarana prasarana pendidikan. 

8 1 Pusat Kajian AKN 



Namun, dalam perjalanannya, upaya yang pcmcrintah lakukan tersebut 
bclum mcnunjukkan basil yang diharapkan. 

lintuk mengetahui capaian dari perbaikan peningkatan mutu yang 
telah dilakukan pemerintah, ada beberapa indikator pengukuran yang dapat 
digunakan, diantaranya Harapan Lama Sckolah (HLS) dan Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS). 1-ILS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang 
diharapkan akan dirasakan olch anak pada umur tcrtentu di masa 
mcndatang. HLS dapat digunakan untuk mcngetahui kondisi pembangunan 
sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun kc atas 
karena mengikuti kebijakan pemcnintah vaitu program wajib belajar. HLS 
juga dapat mcnunjukkan ukuran kesejahteraan sosial karena dapat meenjadi 
acuan bagi anak pada usia tertenru untuk lamanya waktu bersekolab di masa 
yang akan datang. Berikut disajikan grafik angka HLS untuk tahun 2019 pada 
9 (sembilan) pcmerintah provinsi yang menjadi daerah uji petik perncriksaan 
BPK RI. 

Grafik 3. Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 
Menurut Provinsi Uji Petik BPK RI 

\IHLI 1 13,63 

usa I'cnu'aia i.I!. i 	 13.38 

Su1avsi Scia i. 	 13,36 

13,27 

	

oruni:] 	 13,06 

	

1)Kl :iIii . 	 12,97 

I ndi ii i 	 12,95 

	

Sulawesi I:i r.i I 	 12,62 

I.:i urns Il ran 	COIL.' K 	 12,57 

lialal 	 12,48 

Si,rnf'ei; BI 5S. diolal, 

Data di atas mcnunjukkan bahwa 9 (sembilan) Provinsi wang menjadi 
uji petik BPK RI, rata-rara anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan 
formal pada tahun 2019 memiliki pcluang untuk bersekolah sciama 12 tahun 
bahkan lcbih atau scsuai dengan program wajib belajar pemcrintah. 
Sedangkan, angka HLS tahun 2019 pada 31 pemcrinrah kabupaten dan 8 
pcmcrintah kota yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI disajikan 
sebagai berikut. 
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Grafik 4. Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 
Menurut Kabupaten/Kota Uji Petik BPK RI 

l's 	ii. 	' 	 1.1 17,28 
it a Ma La ssal 15,56 

kota Pavakijini 	ii: 14,25 
Kahiavipi: 14,19 

b.UtL 	lik1iip:ii 14,13 
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kuta huLa 13,99 
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kuta NIoji in 13,83 

Nab I 'nrcLan 13,69 

Nab i\Ianiii 13,18 
Nab Itt' 'I 13,07* 

Nab hula, 	I 12,99 
Nab Kluitgkin' 12,98 

IndwILII,l 12,95 
Nib I lalitulicra 'I'cny,il 12,94 

kth S ring Sc Ia I 12,88 
Kall ha nggai I aul 12,88* 

kab KIi;i 12,88 

Nib 'la iiitci. I 12,81 
K tb Kup \nat i I 12,75 

Kab Suja 	I 12,73 
Kab Bitu P1.1 12,62 
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koa Pu 	iva 12,6 
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Lab Bual(ri 12,43 
Nat) P1LaLI ii. 12,31 

kab 	\ I 	u 12,11 
l'5ah 	lanjung)ahiiiig 	I uu'ui ir 12,01 

1saih 'I anali Iwi 11,96 
1.111) 	\ luai'a 	I a ii 11,96 

l'stl 	1,niI tin a 11,83 
l'.tla .\luning 	P 	. 11,74 

Nab Banv to ui 11,74 
Nab NI a 11,59 

Kah Sckad,w 11,57 

Kab Saii,nia I 11,56 
i'saI 	1 (in!': 	\\ 	ii&l:iiui,I 11,34 

Kt't: *) .hl n,kd  [-ILS Tah,,'n 2018 
S,f/?1i2c,: BPS. dzo/(j/, 
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Bcrdasarkan angka rata-rata HLS pada grafik di atas, terlihat bahwa 
masih tcrdapat bebcrapa dacrab yang angka IlLS nya bcrada di bawah angka 
nasional dan bahkan terdapat daerah yang angka HLS nya kurang dari 12. 
Angka FILS yang kurang dan 12 menunjukkan bahwa rata-rata anak usia 7 
tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 pada 
kabupaten/kota tersebut memiliki peluang untuk bcrsekolah kurang dari 12 
tahun. 

Kemudian, RLS mcrupakan indikator pcngukuran yang digunakan 
untuk mcngetahui kLtalitas atau ting,ginya pendidikan masyarakat dalam suatu 
dacrab atau jurnlah tahun yang digunakan olch pcnduduk dalam mcnjalani 
pcndidikan formal. Scmakin tinggi tingkat pcndidikan scseorang maka 
asumsinya semakin baik pula kualitasnya dalarn pola bcrpikir dan dalam 
bertindak. Cakupan yang di hitung dalam pcnghitungan RLS adalah 
pcnduduk yang bcrusia 25 tahun ke atas. Data RLS pada suatu daerah 
diasumsikan akan terus mcningkat dalam kondisi normal. Rata-rata angka 
RLS pada provinsi yang menjadi uji petik pcmcriksaan BPK RI dapat dilihat 
pada grafik benikut. 

Grafik 5. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019 
Menurut Provinsi Uji Petik Pemeriksaan BPK RI 

J K I 11,06 

T\Ialuku Urara 9,00 

Bali 8,84 

Kali nonrail 'I cr 	h 8,51 

Ja\Va Partr 1 	8,37 

I ndunci a 8,34 

iiIavcsi Sc]a an 8,26 

Su Ia\'.csi KII if M 7,73 

( nron a] 7,69 

usa 	cnugara Bara I 7,27 

.S;,rnber BPS, dia/ab 
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Grafik RLS di samping menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) 
provmsi yang mcnjadi uji petik BPK RI yang angka RLS nya masih berada 
di bawah angka RLS nasional, dan penduduk yang bcrusia 25 tahun pada 9 
(Sembilan) provinsi tersebut rata-rata tclah menempuh pendidikan selama 7 
(tujuh) sarnpai dcngan 9 (scmbilan) tahun atau mcnamatkan sekolah hanya 
sampai kelas VII atau kelas IX. 

Scdangkan, angka RLS pada dacrah kabupaten/kota yang menjadi uji 
pctik pemeriksaan BPK RI dapat dilihat pada grafik 6. Angka RLS pada 
grafik tersebut mcnunjukkan bahwa RLS kabupaten/kota yang menjadi uji 
pctik pcmeriksaan BPK RI rnasih banyak yang berada di bawah angka RI S 
Nasional (8,34), bahkan terdapat beberapa dacrah yang memiliki angka RLS 
pada kisaran 6, yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk yang bcrusia 
25 tahun ke atas di daerah terscbut telah rnenempuh pendidikan selama 6 
(enarn) tahun atau hanya sampai menarnatkan kclas VI. 
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Grafik 6. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019 
Menunit Kabupaten/Kota Uji Petik Pemeriksaan BPK RI 
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Kah Si ua mg Sela I a ii 7,20 

Liii, Itanytiasut 7,19 
I'.aI) Pasiri i:ni 7,11 
kal, 	anun 6,95 

Kit N Krp 	\ n;tnilxi a 6,91 

Kal 	I duN \Vi rndarna 6,87 

Lab Sekadau 6,60 

K ii 	it 	a lena 6,54 

kiN 	I alni 	ii 	I 	i 	a 	I nan 6,35 

Ket: *) 1ngka RLS 7'aiwn 2018 
Si,mha,: BPS. diolab 
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Indikator lain yang dapat dijadikan acuan pengukuran mutu 
pcndidikan di Indonesia adalah persentase penduduk menurut partisipasi 
sckolah, yaitu indikator yang digunakan untuk mengctahui angka partisipasi 
sekolah dalam suatu wilayah. Ada 2 (dua) indikator pengukuran, yaitu Angka 
Partisipasi Kasar APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK dan 
APM yang bcrsumber dari Kemcndikbud mcnunjukkan bahwa angka 
partisipasi, baik APK dan APM da-ri tingkat pendidikan SD/Scdcrajat, 
SMP/Scdcrajat, dan SM/Scderajat sccara nasional urnumnva mengalarni 
kenaikan sejak tiga tahun tcrakhir (2017-2019). APK dan APM nasional 
sejak tahun 2017 sampai dcngan 2019 disajikan dalarn tabcl berikut. 

Tabel 3. APK dan APM Nasional 
Tahun 2017 s.d. 2019 

Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni 
Satuan 

(APK) (APM) 
pendidikan 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
SD/Scdcrajar 92.04 9036 89.74 8093 79.85 80.48 

SNIP/Scdcrajat 77.02 76.5 77.41 57.68 56.42 59.71 

SM/Scdci'ajat 75.81 77.88 82.17 55.14 58.51 62.66 

.Sumhcr. 1 PK-j1 Pill Kemdikbucl. duilah 

Meskipun angka partisipasi menunjukkan pcningkatan setiap 
tahunnya, namun angka putus sckolah dan angka tidak mclanjutkan 
pendidikan rnasih ditemukan setiap tahun ajaran. Angka Putus Sekolah 
APK) dan Angka Tidak Melanjutkan (ATM) disajikan pada tabel berikut. 

Tahel 4. Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2019/2020 

Kcterangan TA 2017/2018 TA 2018/2019 TA 2019/2020 

I)IMIS Si) 32.127 57.426 59.443 

Ptitus SNIP 31.19)) 85.545 38.464 

I'Litus SNI.\ 31.123 52.142 26.864 

P.kusSNIK 73.384 106014 32.395 

5,,mI,e,: SEa/iytik Pendidikan Kerndiklnid. diolab 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa APS untuk jcnjang SMP dan 
SMA serta SMK fluktuatif dari tahun kc tahun, sedangkan untuk jenjang SD 
terus mcningkat. Anak yang mengalami putus sekolah dapat discbabkan 
bcrbagai faktor, oleh karena itu diperlukan upaya scrta langkah dan strategi 

14 1 I'zisat Kajian AKN 



serta peran pemerintah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi latar 
belakang scorang anak sampai bisa putus sckolah agar dapat mcnckan angka 
putus sckolah. 

Indikator selanjutnva adalah posisi Indonesia dalam Szirvei Prngramine 
jor Internailonal Sitident Asse.c.cment (PISA) yang rncrupakan program tiga tahun 
sekali yang digagas oleb The Oiathation jbr Economic (Jo-operation and 
Development ((DECD). Survei untuk evaluasi sistem pendidikan dengan 
rncngukur kinerja siswa kclas pendidikan mcncngah (15 tahun) di beberapa 
negara. Survei yang dilakukan dibagi pada 3 (tiga) poin utama, yaitu literasi, 
matematika, dan sains. 

Posisi Indonesia dari tiga periode tcrakhir survei belum mcnunjukkan 
posisi yang baik. Pada tahun 2012, Indonesia menempati urutan 64 dari 65 
negara yang dilakukan survci, Indonesia hanva lebih baik dari Peru. 
Kemudian pada tahun 2015 survei PISA mcncmpatkan Indonesia pada 
peningkar 64 darl 72 ncgara, Indonesia bcrada dclapan tingkat di bawah 
Thailand. Selanjutnva pada survei terakhir di tahun 2018, Indonesia 
menempati pcningkat ke-74 dari 79 negara. Hal tersebut membuat Indonesia 
tidak pernah beranjak dari peringkat 10 terbawah. Di tahun 2018, skor 
Indonesia untuk kemampuan literasi adalah sebesar 371 jauh dibawah rata-
rata OECD dcngan skor 487. Gambaran skor tcrscbut mencerminkan 
budaya literasi bangsa yang masib kurang dan berada pada titik kiritis 
meskipun pada saat mi segala informasi mudah untuk diclapatkan. 

Dari berbagai indikator capaian pendidikan tersebut, maka penlu 
dilakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia dan segera 
melakukan langkah perbaikan yang komprehensif secara tepat untuk 
meningkatkan mutu la anan pendidikan. Standar nasional pendidikan harus 
lebih ditingkatkan dan disempurnakan secara tcrcncana, rerarah, An 
dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan dinamika kehidupan yang 
berkcmbang di masyarakat lokal, nasional, maupun global, sesuai dengan 
Peraruran Pemcrintab Nomor 19 Tahun 2005 tcntang Standar Nasional 
Pcndidikan. 

Keberhasilan penyelcnggaraan pendidikan nasional tidak hanya 
menjadi tanggung jawab Pemcrintah Pusat, namun luga mcnjadi tanggung 
ja\vab bersama antara Pcmcrintah Pusat dan Pemcrintah Daerah. Tanggung 
jawab tersebut, mcnurut LTLJD  Sisdiknas dilaksanakan dcngan mcngarahkan, 
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membimbing, membantu, dan mengawasi penyelcnggaraan pendidikan 
scsuai dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan 
lavanan dan kemudahan, mcnjamin tersclenggaranva pendidikan yang 
bermutu bagi setiap varga negara tanpa diskrirninasi, serta menyediakan 
dana guna terselcnggaranva pendidikan bagi scuap warga ncgara. 

Tabel 5. Pembagian Urusan Pernerintahan Bidang Pendidikan 

No Sub Urusan Pcrnerintah Pusat Pemprov Pemkab/Pemkot 
Ia na emen Pencrapil n 	standar Pcngch >laa ii Pengdolaall 

Pcndidikan nasional pcndtdtkan pcndidikan pcndidikan dasar 
niclienga h 

2 KurtI.ii1uni Pcnctapan kurikuluin Pcnctapaii kurikulum Pcnctapan kurikulum 
na sk nal 	pcndidikan mua tan 	li ikal mua ran 	lokal 
incncngah, pcnLidlkan pcndidikan 	dasar, 
pcndidikan 	dasar, mcncngah 	dan pcndidikann 	anak 
pcndidikan a oak usia muatan 	lokal usia 	diiii, 	dan 
duo, dan pcndidik;ui pcndidikan khusus. pendidikan 	in in 
non formal, formal. 

3 \ki'cdirasi \krcdlrasl pci'iutusn - - 
ring,gi, 	j,cndidikan 
nicncngah, 
)c11d1d1k11n 	dasar, 

pcndidikan anak (1515 

dini, dan pcndidikan 
fli Ill f omal. 

4 lkiididik & ii. 	Pcngcndahan Pcmindahan Pcmindahan 
'l'cnaga formasi pcndidik, icndidik dan tcnaga pcndldik dan tcnaga 
Kcpendidikan pcmindahan kcpcndidikan 	lintas kcpcndidikan 	dalam 

pcndidik, 	dan dacrah dacrah 
pcngcmhangan kahuparcn/knta kabupatcn/kota 
karier pcnd idik. dalani I (satu) dacrah 

1). 	I 'ciiiilidabaii p11 wIn SI. 

pendidik 	dan 
tenaga 
kcpcndidikan 
lintas 	dacrah 

0 ninsi 
5 Pcrizinan a. 	Pcncrhltan 	izin a. 	Pcncihitan 	17.111 11. 	Pcncrljiran 	iziti 

pcndidikan pct'guivan 	tinggi pcndidikan pcndidikan 	clasar 
svasra 	Yang nicncngah 	vInlg yang 	diadakan 
discicnggarakaii diadakan. masvarakat 
01(11 masvarakat. 1). 	Pcllcl'hlt1ln 	17111 I). 	Ikncrintan 	i7.in 

1). 	Pcnci'biti 11 	I/all p'oddilaii P \ I U 	dan 
pcnvcicnggaraan khusus 	yang pcndidikan 	111)0 

siti,ian diadakan formal 	Yang 
pcndidikan asing n,asvarakat. diadakan 

Iriasvar1lkat 
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No Sub Urusan Pcmerintah Pusat Pemprov Pemkah/Pcmkot 
6 Bahasa 	dan lknthinaan 	Bali asa lk'mhinaan 	baha sa Pcmbinaan 	I aha sa 

Lstra dan Sastra Indonesia dan 	sa stra 	yang dan 	sa nra 	va ng 
pcnuturnva 	hntas pcnururnva 	dalani 
dacrah daerah 
kalMipaten/kora kahtipaten/k ira 
dalani 	saru 	dacrah 
provinsi.  

luajbe, / J IP was i'eniigka/iui kim/i/ax PmiiiheIaanim; ,\h/a/,n Peuiiii/imn I'm'ujiimnium 'i/is/n daim 

Implemnta.'i kn,'ikn/nni 201$ 

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren yang 
didesentralisasikan Pemerintab Pusat kepada Pemerintah Dacrah, baik 
Pcmerintah Provinsi maupun Pcrncriritah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
LJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrab. 
Pendidikan masuk ke dalam Urusan Pemerintahan \X/ajib yang berkaitan 
dengan pclayanan dasar, dan baik Pemerintah Pusat maupun Pernerintah 
Daerah rnenii]iki rugas dan kcwenangan masing-masing. Pemerintah Pusat 
mclalui Kcmcnterian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam 
mcnyelcnggarakan urusan pemcrintahan di bidang pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masvarakat, serta 
pengelolaan kebudayaan, yang dilaksanakan rnclalui Ditjcn Dikdasmcn, 
khususnya Direktorat PSD, PSMP, PSMA, dan PSMK, sedangkan 
penyelcnggaraan pendidikan inklusif dikelola Pemerintah mclalui Direktorat 
Pcmbinaan Diksus. Selain itu penvelenggaraan pendidikan non formal 
dikelola Pemerintah melalui Ditjcn PAUD dan Dikmas dhi. Direktorat 
Bindiktara. Scdangkan Pemerintab Dacrah, baik Pemerintab Provinsi 
maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh delegasi kewenangan 
dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pendidikan. 

Secara khusus, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan peran 
Pemerintah Daerah menurut Pcrmcndikbud Nornor 28 Tahun 2016, antara 
lain: 
a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pcngernbangan SPMI di satuan pendidikan pada pendidikan mcnengah 
dan pendidikan khusus; 

ii Melakukan pembinnan, pembimbingan, pendampingan, dan 
pcngendalian satuan pcndidikan dalam pcngcrnbangan SPMI pada 
pendidikan mencngah dan pcndidikan khusus; 
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Memfasilitasi pemctaan mutu pcndidikan dan pelaksanaan SPMI di 
satuan pcndidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus 
berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu 
pcndidikan; 
Mcrnfasilitasi pcmenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai 
dcngan kcwcnangannya; dan 

C. Menyusun rencana stratcgis pcningkatan mum pendidikan berdasarkan 
pernctaan mutu. 

II. PEMBAHASAN 

Berbagai upaya tclah dijalankan pcmerintah untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun, 
diantaranya melalui penguatan penjaminan mutu pcndidikan dan 
implernentasi Kurikulum 2013. Namun, rcalitanya upaya pcmcrintah dalam 
pcnii-igkatan kualitas pcmbclajaran tersebut belum bcrjalan efektif, 
dikarenakan masih ditemukannya berbagai permasalahan, baik di 
Kementcrian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pcrnerintah Daerah 
(Provinsi dan Kabupaten/Kota), sebagaimana diungkap BPK RI dalam 
Laporan 1-lasil Pcrncriksaan Kinerja Semester II Tahun 2019. 

Berdasarkan basil pcmeriksaan kincrja terhadap pcningkatan kualitas 
pcmbelajaran yang dilakukan mclalui penjaniinan mutu pendidikan dan 
implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun 
pada Kementerian Pcndidikan dan Kcbudavaan (Kcmcndikbud), BPK RI 
menyimpulkan kurang efektif. Scmentara, pada 48 pcmcrintah daerah yang 
menjadi uji petik pemcriksaan BPK RI, BPK RI menvimpulkan bahwa 
pcningkatan kualitas pembelajaran pada 4 pemerintah dacrah, yang terdiri 
dari 2 pemerintah provaisi dan 2 pemerintah kota adalah cukup efektif; 25 
pemerintah dacrah, yang terdiri dari 3 pcmenintah provinsi, 17 pemenintah 
kabupaten dan 5 pemcrintah kota adalah kurang efektif; dan 19 pemcnintah 
daerah, yang terdiri dari 4 pemerintah provinsi, 14 pcmcriitah kabupaten 
dan 1 pemenintah kota adalah tidak efektif. 
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Tabel 6. Kesimpulan Pcmeriksaan BPK RI atas Kinerja Pelaksanaan 
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada 48 Pemda Uji Petik 

Pemeriksaan BPK RI 

Kesimpulan Pemda 
Pemeriksaan BPK RI 

Jumlah Pemda 
(Provinsi/ Kab./ Kota) 

Cukup Efektif (CE) 4 	Pcmda 	(2 DKI jakarta, Prov. Bali, 
PcrnProv 	& 	2 Pemkot Yogya & Pcrnkot 
Pcmkot) (8,34%) Balikpapan 

Kurang Efektif(KE) 25 	Pcrnda 	(3 Prov. 	Jabar, 	Prov. 
Pcmprov, 	17 Kalteng, Prov. Gorontalo, 
Pernkab 	& 	5 Kab. 	Batu 	Bara, 	Kab. 
Pcmkot) Banvuasin, 	Kab. 	Muara 
(52,08%) Enim, 	Kab. 	Kep. 

Anambas, 	Kab. 	Kediri, 
Kab. 	Pasuruan, 	Kab. 
Klungkung, 	Kab, 	Alor, 
Kab. 	Sekadau, 	Kab. 
Sanggau, 	Kab. 	Tanah 
Laut, 	Kab. 	Bulungan, 
ISlab. 	Minahasa, 	Kab. 
Enrckang, 

Tidak Efektif (TE) 19 	Pcmda 	(4 Kab.Bombana, 	Kab. 
Pemprov, 	14 Mamuju, 	Kab. 	Scram 
Pcmkab 	& 	I Bagian 	'[imur, 	Kota 
Pernkot) Pavakurnbuh, 	Kota 
(39,58%) Bckasi, Kota Mojokcrto, 

Kota 	Banjarmasin, 	dan 
Kota Birung, 

Prov. NTB, Prov. Suisci, 
Prov. Sulbar, Prov. Malut, 
Kab. Nagan Raya, Kab. 
Tanjung 	Jabung 	Barat, 
Kab. 	Tanjung 	jabung 
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Kesimpulan 
Pemeriksaan BPK RI 

jih Pemda 
Pemda 

(Provinsi/ Kab./ Kota) 

Timur, Kab. Tangerang, 
Kab. Murung Raya, Kab. 
Buol, Kab. Banggai Laut, 
Kab. 	Boalemo, 	Kab, 
Ilalmahcra Tcngah, Kab. 
Supiori, 	Kab. 	jayapura, 
Kab. Nabire, Kab. Sorong 
Selatan, 	Kab. 	Teluk 
Wondama, 	dan 	Kota 
Makassar. 

/uu!)e/ Ik/iIi.c,r I Ieici/ Pe,m,i4. ui IPI'. 1<1 . ,ijeli' 1 / I il/If//i _'(I I 1 

Kesimpulan perneriksaan BPK RI tersebut didasarkan pada 6 (enam) 
permasalahan signifikan rang ditcrnukan BPK RI, baik pada Kcmentcrian 
Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemcrintah Daerah. Kcenarn 
permasalahan signifikan pada pclaksanaan pcningkatan kualitas 
pembelajaran mclalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan 
Implementasi Kurikulum 2013, dipaparkan sebagai bcrikut: 

A. Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tcrdapat 2 (dua) permasalahan signifikan terkait pcnguatan 
penjarninan mutu pendidikan yang ditemukan BPK RI dalam pemeriksaan 
kinerja atas peningkatan kualitas pengajaran. Kedua permasalahan tcrsebut, 
antara lain: 
1. Data dan Informasi Hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

(SPMP) 

SPMP Dasar dan Mcnengah cliatur dalam Permendikbud Nomor 28 
Tahun 2016 tentang SPMP Dasar dan Mcnengah. SPMP Dasar dan 
Mcncngah merupakan suatu kcsatuan unsur rang terdin atas organisasi, 
kebijakan, dan procs terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
rncningkatkan mutu Dikdasmcn yang saling berinteraksi secara sistcmas, 
rerencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu berfungsi untuk 
mcngcndalikan penvcicnggaraan pendidikan nich satuan pendidikan pada 
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Dikdasmcn sehingga terwujud pendidikan yang bcrrnutu. Sistern mi 
bcrtujuan untuk menjamin pemcnuhan standar pada satuan pendidikan 
secara sisternik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga turnbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan pcndidikan secara mandiri. 

Dalarn pelaksanaan SPMP, BPK RI dalam pemeriksaannya 
menemukan permasalahan data dan informasi hasil SPMP yang belum 

sepenuhnya valid. Permasalahan mi terjadi di Kemendikbud dan 46 
Pernerintah Daerab provinsi dan kabupatcn/kota) dari 48 pemerintah 
dacrah yang menjadi uji petik pemcriksaan BPK RI. Dua daerah yang tidak 
memiliki perrnasalahan tersebut adalah Provinsi DKI akarta dan Provinsi 

Bali, dikarenakan kedua daerah mi dinilai BPK telah cukup efcktif dalam 
rnelaksanakan kebijakan penjarninan mutu pendidikan. I Ia! tersebut 
tentunya tidak terlepas dari peran satuan pcndidikan maupun pemeriiitah 
daerah dhi. Dinas Pendidikan maupun LPMP, BNP, BAN S/NI scbagai 
penvakilan instansi pusat. 

Permasalahan data dan informasi hasil PSMP yang belum 

sepenuhnya valid tersebut tercermin dani kondisi sebagai benikut: 

a. Instrumen penjaminan mutu belum sepenuhnya memotret 

kondisi nil satuan pendidikan 

Hasil penjaniinan mutu untuk satuan pendidikan terdiri dan akreditasi 
dan rapor mutu. Akreditasi dan rapor mutu mi berguna untuk mcmbenikan 
gambaran kondisi satuan pendidikan bcscrta pengelolaannya. Selain kedua 
hal tersebut, terdapat ukuran-ukuran kualitas lain yang digunakan untuk 
mengukur peserta didik bcrupa basil ujian, balk USBN maupun UN. 
Pengujian rapor mutu menggunakan SPMP, sedangkan akrcditasi 
rncng,gunakan SISPENA (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah). 

Dalam pemeniksaan BPK RI atas basil akrcditasi, rapor mutu, dan 
hasil UN dJketahui bahwa adanya perbedaan potret rapor mutu dan 

akreditasi pendidikan formal. lnstrurncn SPMP dan akrcditasi, keduanya 
mengacu pada delapan SNP, narnun balk pertanyaan instrumen SPMP 
maupun akreditasi belurn sepcnuhnya berdasarkan pcndekatan kincrja, 
melainkan hanya berupa ehec,/ist kepatuhan rerutama pada Standar Sarana 
dan Prasarana dan Standar Pcndidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). 
Selain itu, antara SPMP dan SISPENA belum tenintegrasi, sebingga satuan 
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pendidikan yang telab mengisi SPMP tetap harus mengisi instrumen 
akrcditasi. Disamping kcdua hal rcrsebut, diketahui juga adanya kondisi nilai 
capaian rapor mutu dan akrcditasi yang tidak linier. Kondisi terscbut 
menunjukkan bahwa Kernendikbud belurn optimal dalam melakukan 
harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan SPMT -Dikdasmen 
dan SPME-Dikdasmen, serta belum mampu menjamin instnimen 
penjaminan mutu dapat mcmotrct kondisi nil satuan pendidikan. Scbagai 
contoh, adanya satuan penididikan yang rncmperoleh akreditasi A, sementara 
nilai rapor mutunra baru pada level menuju SNP 1 atau menuju SNP 2 (Ml 
atau M2). Scmcntara tcrdapat kondisi scbaliknya, vaitu satuan pendidikan 
yang memperoich rapor mum menuju SNP 4 M4 namun baru memperoleh 
akrcditasi C atau bclurn tcrakrcditasi (Ti). 

Selain itu, diketahui juga bahwa capaian penjaminan mutu tidak 
selaras dengan capaian hasil Ujian Nasional Standar Kompetensi 
Lulusan (UN SKL). Standar penilaian mcrupakan bagian dad SNP untuk 
mengukLlr basil pcmbclajaran siswa diantaranya tercermin dad hasil UN dan 
USBN. Hasil akreditasi tahun 2018 pada jelijang SMP, SMA dan SMK 
dibandingkan dengan basil UN tahun 2019 menunjukkan adanya 
kontradiksi. Hal mi dit-wijukkan dengan adanva satuan pendidikan dengan 
akreditasi A atau B namun capaian basil UN di bawah ratarata nasional. 
Sementara itu terdapat pula satuan pendidikan dengan akreditasi C atau IT 
namun capaian basil UN di atas rata-rata nasional. 

Kemudian diketahui juga bahwa SPM Diksus belurn berjalan 
secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan antara satuan 
pendidikan, LPMP, BSNP dan BAN S/M. Demikian pula penjaminan 
mum atas peserta didik berkebutuhan khusus pada sckolah rcgulcr (ink1usif 
belum diatur dalam pedoman PMP yang mengacu kepada SNP. SLB bclum 
mcmiliki SPML scbingga penjaminan mum pcndidikan tidak dilakukan 
sccara mandiri, namun dilakukan oleh Pengawas SLB dan [)inas Pendidikan 
Provinsi. LPMP belum membuat instrurnen pemctaan mutu maupun 
rnclaksanakan pemetaan mutu atas pencapaian 8 SNP untuk SLB, karena 
aplikasi pemetaan mutu khusus SLB masih dalam proses pcmbuatan oleh 
Ditjen Dikdasrnen. Kcmcndikbud dhi. BSNP baru menetapkan peraturan 
saW SNP untuk SLB yaitu Standar Sarana dan Prasarana, sedangkan untuk 
tujuh standar Iainnya beluni diarur. Pada tahun 2018 BSNP telah menyusun 
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SNP Khusus/Luar Biasa namun pada tahun 2019 dircvisi. BAN S/M selama 
Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 mcnghcnkan pelaksanaan 
akrediktasi pada SLB karena menunggu penyelesaian penataan kelembagaan 
SLB yang terpadu sesuai ke Pasal 133 Pp No. 17 Tahun 2010. 

Disamping itu, Pemerintah juga belum mengatur sistem penjarrilnan 
mutu dan pedoman pelaksanaan Diktara, yang ditunjukkan dengan belum 
adanya SNP Kcsetaraan, pedoman teknis penyelcnggaraan Diktara, 
pedoman teknis penjaminan mum Diktara, dan SOP penjaminan mutu 
pendidikan tingkat satuari pendidikan. Sclain itu, ditunjukkan juga dengan 
adanya kesamaan substansi instrumen pemctaan mutu dengan instrumen 
SISPENA. 

b. Satuan pendidikan belum optimal dalam menyajikan potret 
sekolah dalam instrumen penjaminan mutu 

Peningkatan mum pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data 
yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Pengumpulan data telah 
dilakukan mclalui aplikasi PMP yang terintegrasi dengan aplikasi 
Dapodikdasmen didasarkan pada pencapaian delapan SNP. SNP dijabarkan 
dalam bcntuk indikator mutu dan subindikator mum. SNP dibagi men jadi 
delapan indikator, yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik 
dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. 
I)clapan indikator inilah yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk 
terjaminnva hasil pendidikan yang berkualitas. 

Data dikumpulkan bersumber dari hasil kuesioner yang diisi oleh 
warga sekolah. Pengisian kuesioner pemetaan mum pada tiap sekolah 
dilakukan dengan mengambil beberapa sampel, vaitu kepala sekolah, 
perwakilan guru minimal 1 guru per mata pelajaran dengan total minimal 8-
10 guru, perwakilan siswa 5 orang per tingkat kelas dengan total minimal 15 
siswa, perwakilan komite sekolah minimal I orang dari pimpinan komite dan 
2 orang dat-i wali murid, serta penga\vas sekolah. Setelah dilakukan pcngisian 
kuesioner pemetaan mutti c)leh seluruh pihak sekolah, maka Pengawas harus 
melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian kucsioner tersebut sebelum 
tlikirim ke server, sehingga hasil isian kuesioner pemctaan mutu sesuai 
dengan kcadaan nil di sckolah. Namun pada pelaksanaannya, kompctensi 
SDM menjadi masalah utama, seperti kctcrbatasan responden dalam 
menggunakan komputer/laptop, sulitnya mengakses aplikasi karena jaringan 
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internet yang buruk, pertanyaan tidak selaras dengan jenjang pendidikan, dan 
banyaknya butir pertanvaan pada setiap instrumcn. 

Terkait dcngan permasalahan pcnyajian potrct sckolah dalam 
instrumen penjarninan mutu yang belum optimal, dikctahui bahwa tidak 
semua warga sekolah memahami instrumcn pcnjaminan mum. Bariyak 
responden yang tidak memahami definisi tcknis dari berbagai indikator mum 
yang ada di dalam SNP, schingga penafsiran SNP bervariasi di berbagai 
satuan pcndidikan. I-Ial tersebut ditunjukkan dengan adanya bcbcrapa nilai 
pada subindikator yang nilainya "0". Kctidakpahaman responden mi 
dikarenakan adanya ketcrbatasan transfer informasi. Hanya sekolah model 
yang mcndapatkan sosialisasi, sedangkan sekolah lainnya hanya 
mcndapatkan pendampingan dari pengawas sekolah, namun karena lokasi 
yang jauh dan keterbatasan anggaran pengawasan, maka tidak seluruh 
sekolab mendapat pcndampingari secara intcnsif. 

Selaini itu, pcndampingan olch fasilitator pada saw sekolah model 
belum optimal, seperti adanya fasilitaton suatu sekolah model yang bukan 
merupakan pengawas pembina sekolah yang bersangkutan melainkan 
pengawas pembrna sckolah lain yang bcrada dalam satu wilayah cabang 
dinas. Kondisi seperti mi salah satunya terjadi pada sekolab modal jenjang 
SMK di Jawa Barat. 1"rekuensi kedatangan fasilitator dacrah ke sekolah 
dikctahui juga tidak sebanyak kedatangan pengawas pembina sekolah 
bersangkutan karcna sudab rnempunyai tugas pokok di sckolah lam. 

Kemudian, diketahui juga terdapatnya bcbcrapa sekolah yang belum 
menyadari manfaat pengisian PMP. Tidak diisinya PMP secara optimal oleb 
warga sekolah berdampak pada rapor mutu yang dihasilkan belum dapat 
menggambarkan kondisi nil sekolah. Selanjutnva, terdapat sekolab yang 
menycrahkan pengisian data PMP sepenuhnya kepada operator sckolah, 
padahal jumlah pertanyaan banyak dan sulit dipahami olch operator sehingga 
operator melakukan sistern aplikasi faster PMP, dengan meng-generate 

jawaban untuk setiap responden. Kondisi seperti mi menimbulkan risiko 
rapor mutu tidak nienggambarkan kondisi yang sebenarnya cukup tingg. 
Pengisian yang dilakukan operator juga tidak dilakukan supervisi dan validasi 
olch pengawas sckolah, sehingga hasilnya belum sepcnuhnya valid. Hal mi 
tcrhukti dari hasil rapor mutu yang tercetak masih banyak ditcmui capaian 
sub indikator yang bernilai "0" padahal tidak scsuai kondisi yang nil. Contoh, 
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pcnilaian ketersediaan Guru (tersedia untuk mata pelajaran, bersertifikat 
pendidik) pada rapor mutu sub indikator nilainya "0" padahal sekolab 
meiniliki guru yang scsuai kctcntuan. Contoh lain ialah penilaian sarana dan 
prasarana pembclaj aran terkait ketersediaan laboratorium biologi, fisika dan 
kimia pada rapor mutu sub indikator nilainya "0" padahal sekolah yang 
bersangkutan memiliki laboratorium biologi, fisika dan kimia. 

Pada pengisian rapor mum juga terdapat kendala berupa sarana 
prasarana yang terbatas. Lebih spesifik ialah tidak semua sckolah memiliki 
komputer/laptop, kcdadaan jaringan internet maupun koneksi yang stabi 
serta aplikasi pemetaan yang scring bermasalab. Kendala lain, yaitu faktor 
tcknis operasional berupa kererbatasan vaktu untuk menjawab karena 
jumlah pertanyaan yang banyak dan panduan umum instrumen PMP tidak 
dilengkapi dcngan petunjuk reknis yang berisi keterangan yang jelas tcrkait 
maksud pertanvaan dan dokumen yang mcnjadi bukti telah dilaksanakannya 
kegiatan. Kendala-kendala pengelolaan instrumen PMP tersebut pada 
akhirnya justru menjadi tambahan beban tersendiri hagi para PTK (di luar 
dari heban mengajar/target pencapaian kurikulum) dalam menvajikan potret 
mutu sekolah. 

Kondisi-kondisi diatas mcnunjukkan bahwa wifpii/ raport mum pada 
satuan pendidikan belum dihasilkan dari proses dan data yang valid, sehingga 
belum dapat dirnanfaatkan scbagai dasar percncanaan kegiatan peningkatan 
mutu dalam RKAS. 

c. Pemerintah Dacrah dan UPT Kemendikbud belum optimal dalam 
melakukan veriflkasi dan validasi hasil penjaminan mutu 

Berdasarkan Petunj uk Pclaksanaan Penjaminan Mum Pendidikan 
oleh Pcmerintah Dacrab Tahun 2016, Pengawas Sekolah melakukan 
verifikasi daii validasi data, sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar 
valid. Jika pengawas menemukaii data yang tidak akurat, pengawas hams 
mclakukan verifikasi data ke satuan pendidikan untuk membina satuan 
pendidikan agar memperbaiki data tersebut. Sedangkan L5PT Kemendikbud 
dhi. LPMP bertugas untuk melakukan vcrifikasi dan validasi data pada tahap 
pengumpulan data mum. Data isian pemetaan muru masih belum 
scpcnuhnva valid, diantaranya: 
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Terdapat data isian yang kosong karena sebagian besar sekolah hanya 
mcngisi data-data yang memiliki konsekuensi logis pada anggaran seperti 
BOS, tunjangan profesi, dan usulan DAK fisik; dan 
Data yang telah terisi belum seluruhnva sesuai dengan kondisi nil di 
sekolah, meskipun telah disediakan petunjuk pengisian. Adanva sekolah 
yang melakukan pengisian data untuk formalitas dan tidak didukung 
dengan data kondisi nil sekolah. 

Berdasarkan hasil pemeniksaan, permasalahan di tingkat pemcnintah 
dacrah dan U1'T Kcrncndikbud terkait verifikasi dan validasi data instrurncn 
pcnjaminan mutu pendidikan dapat dikelompokan beberapa aspck sebagni 
berikut: 

Aspek Kompetensi SDM 

Kecukupan dan kompctensi SUM serta sumber daya lainnya untuk 
melakukan penjarninan mutu belum tcrpenuhi. Permasalahan tersebut 
dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada Scksi Kelembagaan dan 
Kernitraan Pcndidikan sehingga koordinasi dengan LPMP dan pengawas 
sckolah tidak dapat dilaksanakan. Selain itu terdapat kekurangan SDM untuk 
mcnjadi pengawas sekolah, dirnana dalam Permenpan RB tentang jabatan 
Fungsional Pengawas Sckolah bahwa sasaran pcngawasan terhadap sckolah 
sebanyak 10 sekolah dan 60 guru untuk pendidikan dasar, dan 7 sekolah scrta 
40 guru untuk tingkat menengah pertama. Namun ;umlah sekolah tidak 
sebanding dengan jumlah Pcngawas Sckolah. 

Permasalahan lainnya berupa kurangnya pcmahaman dinas 
pendidikan dan satuan pendidikan sehingga belum membentuk Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan 1)acrah (TPMPD) dan Tim Penjaminan Mutu 
Pendidikan Sckolah TPMPS). Selain itu, ada pula pemerintab daerah yag 
belum melakukan analisis kebutuhan SDM unruk melaksanakan pcnjaminan 
mutu pendidikan dan belum mcnyiapkan SDM yang mernaharni sikius 
penjaminan mutu pendidikan dan SNP. 

Aspek Koordinasi 

Koordinasi memegang peranan penung agar suatu kebijakan dapat 
berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan venifikasi dan validasi data 
instrumen penjamnan mutu pendidikan yang sudah diisi oleh satuan 
pendidikan terdapat penmasalahan yang bcrkaitan dengan koordinasi baik 
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antara pengawas sekolab dhi. Dinas Pendidikan dcngan satuan pendidikan, 
maupun Dinas Pendidikan dengan UPT Kemendikbud dhi. LPMP. 
Penrebab hal tersebut adalah pcmcrintah daerah belum membentuk Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPI)). Tim tersebut tcrdiri atas 
Dinas Pendidikan, Bappeda, Dewan Pendidikan, LP1K Perguruan Tinggi 
dan Koordinator Pengawas. 

Selain itu, Tim Pcnjaminan Mum Pendidikan Sekolah (TPMPS) di 
tingkat satuan pendidikan juga belum dibentuk, ada yang sudah dibentuk 
namun tidak aktif. TPMPS terdiri atas perwakilan pimpinan satuan 
pcndidikan, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, dan 
perwakilan komite sekolah. Hal tersebut menyebabkan Dinas Pendidikan 
tidak mengctahui kcadaan yang terdapat pada sckolah-sekolab. 

1'asilitator daerah juga hanya mendampingi sekolah saat LPMP 
mengadakan bimbingan tcknis terkait SPMI sebclum sckolah melakukan 
pengisian instrumen PMP. Tidak ada bentuk pendampingan khusus yang 
dilakukan oleh fasilitator daerah dan pengawas sekolab pada saat sekolah 
melakukan pengisian pada instrumen PMP. 

'I'crkait pemctaan mum dan dndak lanjut rekomendasinya, koordinasi 
yang dilakukan pun belum optimal. Dinas Pendidikan hanya mengikuti 
bimtck terkait proscs pcmetaan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP dan 
mengikuti kegiatan basil pembahasan analisis hasil rapor nmtu dan tindak 
lanjutnya. Namun basil raport dan tindaklanjutnya tidak dijadikan sebagai 
baban pcngambilan keputusan untuk peningkatan rnutu tahun berikutnya. 
Dinas Pcndidikan juga ridak berkoordinasi dengan LPMP untuk pelaksanaan 
tindak lanjut rekomendasi tersebut. 

3) Aspek Operasional 

Pada aspck operasional terdapat bebcrapa permasalahan bcrupa 
Pengawas Sekolah tidak melakukan vcrifikasi dan validasi atas data 
instrumen pen jaminan mum pendidikan yang diisi olch satuan pendidikan 
dikarenakan pengawas sekolab pada tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018 
dan 2018/2019 merupakan bagian responden yang juga harus mengisi 
kuisioner. Sedangkan LPMP tidak mclakukan proses vcrifikasi dan validasi 
dikarenakan LPMP tidak memliki ruang untuk melakukan verifikasi dan 
validasi namun banva terlibat dalam proses pcngiriman data dan hanya 
sebatas mcmastikan sclurub instrument telah terisi. Verifikasi dan validasi 
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tidak dilakukan atas kebenaran/substansi informasi yang disampaikan okh 
responden. 

Pcrmasalahan lain, vaitu Dinas Pendidikan belum memiliki metode 
penjaminan niutu yang dijalankan untuk merumuskan rapor mutu maupun 
pemctaan rapor mum untuk satuan pcndidikan. Hal tersebut dikarenakan 
Dinas Pendidikan beranggapan m uru pendidikan seluruhnya kcwenangan 
dari LPMP. Selain itu terdapat persoalan waktu dirnana hasil pengisian 
instrumen pen jaminan mutu helum mcndukung untuk ditindaldanjuti tcpat 
waktu atau pada tahun bcrsangkutan. 

4) Aspek Kewenangan 

Ketidaktegasan pengaturan wewcnang atau keriadaan wewenang 
men jadi salab sam penyabab ketidakvalidan basil penjaminan mum. Pertama, 

ridak adanya aruran yang tegas menunjuk pihak yang bertugas dan 
bcrwenang melakukan verifIkasi dan validasi pengisian instrumcn SPMP. 
Kedi,a, alternatif kegiatan vcrifikasi dan validasi dalam pengisian instrurnen 
penjaminan mum tahun 2016 s.d. 2018 dcngan mcnjadikan pcngawas 
sekolah scbagai validator (data isian pengawas sekolah sebagai alat kontrol 
isian responden lain) juga tidak berjalan optimal, dikarenakan pcngawas 
sckolah tidak memiliki wewenang untuk mcnolak/mengcmbalikan isian data 
dari responden lain dan letak geografis sckolah sulit dijangkau pengawas 
untuk keperluan venifikasi dan validasi. Selain itu, aplikasi PMP 2019 tidak 
memiliki menu untuk menampilkan hasil validasi pengawas atas pengisian 
instrumen pemetaan mutu olch sekolah. Keta, LPMP tidak dapat 
mcmberikan reguran kcpada pcngawas jika tidak menjalankan fungsi 
vcrifIkasi dan validasi secara memadai karena pengawas sekolah merupakan 
bagian dari pcmda dan tidak memiliki ranggung jawab langsung kepada 
LPMP. 

Berbagai permasalahan yang mcnycbabkan data dan informasi basil 
SPMP belum sepenuhnva valid tcrsebut di atas, balk yang terjadi pada Satuan 
l'cndidikan, Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah, LPMP dan 
Kcrncntcrian Kebudavaan mengakibatkan hasi] penjaminan mum bclurn 
mcnggambarkan kondisi nil; keterlambatan pcncrbitan rapor mum yang 
mcnghambat pengambilan keputusan; peserta didik, orang ma/wall murid, 
dan pemangku kcpcntingan tidak mcmperoleh gambaran profil saruan 
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pendidikan yang memadai; dan upava perbaikan kualitas pembelajaran 
peserta didik tidak berjalan optimal. 

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penjaminan Mutu sebagai 
Acuan Perbaikan Mutu Pembelajaran oleh Dinas Pendidikan dan 
Satuan Pendidikan 

Dmas 	Pendidikan 	dan/atau 	satuan 	pendidikan 	wajib 
mengimplementasikan penjarninan mutu pendidikan secara mandiri dan 
berkesinambungan untuk menjamin terwujudnva pendidikan bermutu yang 
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pcndidikan (SNP). liasil 
penjaminan mutu melalui rapor mLttu maupun basil akreditasi merupakan 
gambaran pencapaian pemenuhan delapan SiN P. Pcncapaian tersebut 
diharapkan dapat digunakan scbagai dasar dalam merencanakan kegiatan 
dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan 
bcrkclanjutan. 

Sebagai rangkaian kegiatan pcnjaminan muru, sctiap satuan 
pendidikan harus mampu mclakukan pemctaan mutu pendidikan. Data yang 
digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan diambil dari aplikasi dapodik 
dan pengumpulan pengisian instrumen Penjanunan Muru Pendidikan (PMP) 
yang diisi oleh setiap satuan pendidikari. llasil akhir dari pcngolahan dan 
pemetaan tersebut adalab ProUd Mutu Pendidikan berdasarkan capaian 
standar nasional pcndidikan pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun 
nasiona]. Profil mutu mi berisi peta mutu, rckomendasi dan tindak lanjut 
yang diharapkan menjadi dasar perencanaan program pemcnuhan standar 
dalam rangka pcningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten, provinsi, 
dan nasional pada tahun-tahun berikutnya. 

Satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing olch Dinas 
Pcndidikan dan Kebudayaan, LPMP dalarn hal mi sebagai penjamin mutu, 
dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pcndidikan dan Kcbudayaan adalah 
lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap pcningkatan mutu 
pcndidikan di wilayah scsuai kcwenangan masing-masing. Sedangkan LPMP 
sebagai unit pelaksana tcknis kementenian yang berkedudukan di provinsi 
berrugas untuk mcrnbantu pemerintah dacrah dalam bentuk supervisi, 
bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan 
dasar dan menengah serta pendidikan nonformal. Selain itu, LPMP 
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mempunyai tugas dan wewenang untuk rnenyusun laporan rekorriendasi 
strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan 
kabupaten /kota kepada pemcrintah provinsi dan p emerintab 
kabupaten/kota. Laporan rckomcndasi tcrscbut bcrupa buku pcta mum 
yang disusun dan diterbitkan oleh LPMP di masirig-masing daerah, yang 
kemudian dapat digunakan sebagai acuan okh pemerintah daerah atas 
pclaksanaan perbaikan-perbaikan mutu pendidikan. 

Rckomcndasi mum mcrniliki peranan penting dalam hal 
mengarahkan Dinas Pcndidikan dan/atau satuan pendidikan dalam 
merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu, sehingga 
diharapkan perencanaan kegiatan dan program dapat mcmbcrikan basil yang 
lebih tepat sasaran dalam upaya pemenuhan delapan SNP. 

Pihak yang men-iiliki kewajiban untuk menyusun laporan dan/atau 
mernberikan rekomendasi penjatninan mutu sesuai dengan Permendikbud 
Nomor 28 Tahun 2016 tcntang Sistcm Penjaminan Mutu Pcndidikan Dasar 
dan Menengah serta Permcndikbud Nomor 13 Tabun 2018 tentang Badan 
Akrcditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akrcditasi Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dim dan Pendidikan Nonformal adalah: 

Badan Akrcditasi Nasional (BAN) untuk mcmbcrikan rckomendasi 
penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan 
pcndidikan yang diakrcditasi, dan kcpada Pemerintab dan pcmcrintah 
clacrah; 
Lembaga Penjaminan Mum Pendidikan (LPMP) unmk menvusun 
laporan strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota kepada Ditjen berdasarkan pcmctaan scrta kepada 
pemerintah provinsi dan pcmcrintah kabupaten /kota; 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (fPMPD)  untuk mcnvusun 
laporan rekomendasi strategi pcningkatan mutu di tingkat 
kabupaten/kota kepada pemcrintah kabupatcn/kota; dan 
Tim Penjarninan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) untuk 
memberikan rekomcndasi strategi pcningkatan mutu berdasarkan basil 
monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan. 

BPK RI mengungkap salah sam permasalahan dalam Tkhtisar Hasil 
Pcmeriksaan Semester IT [ahun 2019 terhadap pemeriksaan kincrja atas 
peningkaran kualitas mclalui penguatan penjaniinan mum pendidikan dan 
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implemcntasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib bclajar 12 tahun, 
vaitu berupa pemanfaatan hasil penjaniinan mutu pendidikan belum 
optimal pada Kemendikbud. Kemudian pada Dinas Pendidikan dan 
Satuan Pendidikan belum menindakianjuti rekomendasi hasil 
penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran pada 
43 Pemerintah Daerah (dati 48 Pemerintah Daerah yang menjadi uji 
petik pemeriksaan BPK RI). 

Pada Kcmendikbud, hasil pemeriksaan atas pembcrian rekomendasi 
dan pelaksanaan tindak lanjut rckornendasi pcningkatan mum pendidikan 
menunjukkan bahwa penjaniin mutu belum sepenuhnya meibatkan 
pemda dan satuan pendidikan dalam mendiskusikan permasalahan 
beserta rekomendasi peningkatan mutu. Dalam pemberian rekomendasi 
untuk peningkatan mutu pendidikan, diperlukan pembahasan dengan pihak-
pihak terkiut agar semua pihak memiliki pcmahaman yang sama atas 
permasalahan mutu pendidikan dan rncmiliki tangung jawab untuk 
n-ielakukan perbaikan. Hal mi mcmbutuhkan koordinasi yang baik antar 
pihak-pihak tersebut. Namun, terdapat kendala alur koordinasi baik didalarn 
Kcmcndikbud sendiri maupun antara Kemendikbud dengan pemda sebagai 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pcnjaminan mum pcndidikan. 

Koordinasi internal di Kemendikbud menunjukkan bahwa Ditjen 
Dikdasmcn Sckrctariat Bagrcn Ditj cii Dikdasrncn tidak memiliki data yang 
lengkap terkait rekomendasi rapor mum dari masing-masing LPMP kepada 
pernda dan satuan pcndidikan untuk perolehan mum secara nasional karena 
belum seluruh I YMP menyampaikan laporan rckomcndasi stratcgi 
peningkatan mutu pendidikan kepada Ditjen Dikdasmen. Akibatnya, tidak 
ada rekomendasi perbaikan mutu yang dapat disampaikan kcpada masing-
masing direktorat pembinaan pada setiap jenjang pendidikan maupun 
dircktorat teknis lainnva diluar Drtjen Dikdasmen urrruk dapat dijadikan 
dasar penctapan kebijakan perbaikan mum pendidikan. Selain itu, 
rekomendasi yang dihasilkan dalam pemetaan mum belum sccara khusus 
menyebutkan unit yang bcrtanggungjawab dalam melaksanakan 
rekornendasi (direktorat teknis yang benvenang terkait pcncapaian SNP). 

Untuk koordinasi Kemendikbud dengan pemda, terdapat 
beberapa permasalahan dalam hal pcmbcnian rckorncndasi, antara lain: 1) 
Terdapat LPMP yang belum melibatkan dinas pendidikan dan TPMPD 
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dalam pcmbcrian rekomendasi; 2) Rckomendasi tidak disampaikan pada 
pihak yang memiliki kewenangan untuk menctapkan kebijakan; 3) 
Rekomendasi yang diberikan LPMP tidak memerhatikan kewenangan dinas 
pendidikan provinsi/kabupatcn/kota; 4) Proses diseminasi yang dilakukan 
oleh L1MP tidak selalu dihadiri oleh pembuat kebijakan di pemda (kurang 
komitmcn dalarn menjamin mum pendidikan di wilayah kewcnangannya); 
dan 5) Kemendikbud sulit berkoordinasi dengan pemda untuk men jadikan 
penjaminan mutu pendidikan sebagai hal pcnting yang perlu ditctapkan 
dalam rcnstra pemda karena pcmda bcrada di bawah koordinasi 
Kcmcndagri. 

Permasalahan lainnya adalah pembenan rekomendasi belum 

didukung rencana aksi dad dinas pendidikan dan satuan pendidikan 

karena: 1) 1-lasil penjaminan mutu belum dijadikan dasar dalam menyusun 
rcncana stratcgis pcmbangunan pendidikan/rencana aksi; dan 2) 
Pcmanfaatan basil penjaminan mutu oleb satuan pendidikan dalam rangka 
pcnvusunan RKAS bervariasi, seperti adanya satuan pendidikan yang telah 
mcmpertimbangkan hasil rapor mum pada sekolah model dan sckolah imbas 
kemudian tcrdapat satuan pendidikan yang telah menyusun rencana aksi dan 
hasil pemetaan mutu namun belum sepenuhnya dilaksanakan. 

Disamping itu, BPK juga mcngungkapkan adanva permasalahan 

pada Kemendikbud yang belum menyediakan media 

evaluasi/ pelaporan pelaksanaan rekomendasi oleh dinas pendidikan 

dan satuan pendidikan untuk kemudian disampaikan kepada kepala 
daerah dan Mendikbud. Ilal tersebut dapat dilibat dari kondisi bcrikut: 1) 
Media evaluasi/pelaporan pclaksanaan rekomendasi pcningkatan mutu oleh 
pemda dan satuan pendidikan bclurn tcrscdia; 2) Belum ada unit kerja/satker 
pada Ditjen Dikdasmen yang bcrtugas dan bcrtanungjawab untuk 
melakukan pcmantauan tindak lanjut rekomendasi atau rncmantau 
pcningkatan pencapaian mutu pendidikan; 3) Aplikasi SPMP yang 
digunakan satuan pcndidikan untuk menginput instrumcn rapor mum bclum 
menycdiakan menu/fitur untuk menginput rekomendasi dan mcmantau 
tindak lanjutnya; 4) Belum ada kcseragaman rekomendasi atas permasalahan 
ang sama dad masingmasing LPMP; 5) Ditjcn Dikdasmen belum 

melakukan evaluasi dari pelaksanaan pcmeraan mum dan pcnjaminan muw 
pcndidikan secara nasional; 6) Evaluasi yang dilakukan LPMP terbatas pada 
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tingkat kepatuhari satuan pendidikan dalam pengisian instrumen dalam 
aplikasi penjaminan mutu pendidikan (penjelasan Tim quality assurance pacla 
LPMP). Selain itu, LPMP belum melakukan evaluasi/pelaporan pclaksanaan 
rekomendasi oleh satuan pcndidikan, karcna rekomendasi yang dituangkan 
di rapor mutu diiaporkan secara parsial (terkait permasalahan di tahun 
berkcnaan), dan tidak menyajikan perkembangan pelaksanaan rekomcndasi 
dalam rapor mutu pada periode sebelumnya; 7) Dinas pendidikan tidak 
membuat suatu pelaporan ke kepala dacrah dan Mendikbud atas kegiatan 
perbaikan yang tclah dilakukan sebagai tindak lanj ut atas rekomendasi 
pcningkatan mutu yang diterbitkan oleh LPMP dan BAN; 8) Pemantauan 
pelaksanaan peningkatan mutu oleh LPMP banya dilakukan untuk sckolah 
iTlOdel. 

Bcrbagai permasalahan tersebut mengakibarkan upaya perbaikan 
kualitas pembelajaran belum optimal sehingga kualitas satuan pcndidikan 
dan lulusan pcscrta didik tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Sclanjutnva pada Pemerintah Daerah, permasalahan yang diungkap 
oleh BPK adalah pemda belum menindakianjuti rekomendasi hasil 
penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran yang 
terjadi pada 43 pernda (7 Pemprov, 29 Pemkab, dan 7 Pemkot. 1-lal tcrscbut 
ditunjukkan dengan adanya permasalahan dan rekomendasi yang belum 
dibahas antara penjamin mutu, dinas pendidikan dan satuan pcndidikan; 
pemberian rckomendasi oleh LPMP belum diclukung rcncana aksi dari dinas 
pendidikan dan satuan pendidikan; scrta dinas pendidikan belum 
menycdiakan media evaluasi/pelaporan pclaksanaan rekomendasi 
penjaminan mutu pada satuan pendidikan. 

Terkait dengan rekomendasi belum dibahas antara pcnjalmn niutu, 
dinas pendidikan, dan saruan pendidikan, hasil pcmeriksaan dan beberapa 
daerah menunjukkan kondisi sebagai berikLlt: 

Dinas pendidikan dan satuan pendidikan bcbcrapa dacrah sudah 
mcncrima pemctaan mum yang dilakukan LPIVIP, namun bclum pernah 
dilakukan pembahasan secara khusus. 
Dinas Pcndidikan belum melakukan tindak lanjut atas rekomendasi 
penjaminan mutu dengan alasan belurn memperoich buku peta mutu 
yang diterbirkan oleh LPMP. 
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Tcrdapat kendala sumbcr daya manusia dan anggaran, schingga belum 
dilakukan pcmbahasan dcngan LPMP terkait permasalahan dan 
rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan. 
Satuan Pcndidikan belum pernah mendapat rekomendasi perbaikan 
mutu dari LPMP maupun dari BAN-S/M secara tertulis karena Dinas 
Pcndidikan tidak pernah mcnyampaikan rckomendasi perbaikan mutu 
LPMP kepada satuan pendidikan 
Tcda.t daerah yang bclum membentuk TPMPD maupun unit kerja 
lain yang memiliki tugas dan fungsi serta koordinasi terkait penjaminan 
mutu, sebingga dapat disimpulkan tidak ada rekomendasi strategi 
peningkatan mutu pendidikan yang tclah dihasilkan oleh TPMPD. 
Selain itu, ada pula dacrah yang satuan pendidikannya belurn 
mcmbcntuk TPMPS 
TPMPD yang seharusnya mclakukan evaluasi atas basil pemetaan mutu 
oleb LPMP dengan mclakukan pcmbahasan bcrsama Dinas Pendidikan 
terkait langkah-langkah implernentasi rekom endasi basil pcmetaan mutu 
yang dilakukan okh LPMP, narnun TPMPD tidak mengetahui 
kewajiban tersebut. 

Permasalahan sclanjutnya adalab pemberian rekomendasi oleh 

LPMP belum didukung rencana aksi dan dinas pendidikan dan 

satuan pendidikan. Laporan LPMP seharusnya memberikan rekomendasi 
dan arahan atas rekc,mendasi yang diusulkan TPMPI), kemudian discrabkan 
kepada Dinas Pendidikan untuk ditindakianjuti olch Dinas Pendidikan dan 
Satuan Pendidikan dalam bcntuk rcncana aksi untuk menjawab rekomendasi 
tersebut. Namun, basil pcmcriksaan dari bcbcrapa dacrah rncnunjukkan 
kondisi sebagai berikut: 

Dinas Pendidikan bclum membuat rencana aksi atas pemberian 
rekomcndasi perbaikan mutu yang memperhatikan rapor mutu, 
pcmetaan mutu, dan akreditasi yang diberikan okh LPMP maupun 
BAN S/M. Namun demikian, Dinas Pendidikan selalu memperbaiki 
dan membuat perencanaan untuk mcmenuhi 8 SNP, namun tidak 
tcrdokumcntasi dalam bcntuk rencana aksi. 
Kurangnya pemaharnan satuan pendidikan terutama sckolah non model 
terbadap siklus penjaminan mutu akibat kunangnya sosialisasi mcngcnai 
sisiem penjaminan muru pendidikan. Sekolab mcmpersiapkan 
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instrumen mutu, mengumpulkan serta menginput kc dalam aplikasi 
PMP tanpa sepenuhnya memahami maksud dan kcgunaannya, 
akibatnya sekolah belum menyusun dokumen sekolah yang mengacu 
kepada rapor mutu sekolah, yaitu ketidaktcrcapaian tcrhadap standar 
nasional pendidikan. 
TPMPD sebagai bentukan Dinas Pendidikan ndak memahami bahwa 
kewajiban untuk mdnyusun rcncana aksi rencana strategis peningkatan 
mutu pendidikan berdasarkan hasil pcmctaan mutu harus dilakukan. 
Dinas Pendidikan serta satuan pcndidikan belum sepenuhnya menvusun 
rencana aksi atas pcmberian rckomendasi oleh LPMP karena terdapat 
kendala sumber daya manusia dan anggaran. 
Terdapat Dinas Pendidikan yang menindakianjuti rekomendasi dalam 
benruk kegiatan, seperti Fasilitasi Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Mcdia Belajar 
serta Pembiavaan Operasional Pendidikan, namun kegiatan tersebut 
tic]ak dilengkapi dengan rencana aksi, sehingga upaya yang dilakukan 
tidak disusun berdasarkan skala prioritas dan permasalahan di lapangan. 

Kemudian terdapat permasalahan dinas pendidikan belum 

menyediakan media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi 

penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Dalam menjamin efekrivitas 
pclaksanaan rekomendasi perbaikan mutu, perlu dilakukan kegiatan 
nlonitorng dan cvaluasi yang dilaksanakan secara bertahap dan 
berkesinambungan oleh 1)isdikpora dan Saruan Pendidikan dengan rujuan 
untuk mengetahui apakah pelaksanaan rckomcndasi telah sesuai dengan 
rujuan ditctapkannva rckomcndasi, yaitu tcrcapainya perbaikan muru 
pendidikan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, satuan pendidikan 
dan Disdikpora memerlukan media evaluasi/pelaporan atas pelaksanaan 
rekomendasi yang telah dilakukan. 

Selain itu, Dinas Pendidikan juga belum mengevaluasi 

pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu oleh satuan pendidikan. 

Hal mi berdampak pada pemcnuhan muw pendidikan tidak dapat diukur 
serta tidak dapat disusunnya strategi pcningkatan mutu berdasarkan basil 
evaluasi tersebut. 

Permasalahan yang diungkap oleh BPK tersebut mengakibarkan Pcta 
Mutu Pendidikan yang memuat permasalahan dan rekomendasi tidak 
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termitigasi dan tidak memberi rnanfaat terhadap peningkatan dan 
penjaminan mutu pcndidikan dan upaya pemenuhan mutu pendidikan yang 
dilakukan okh Dinas Pendidikan dati satuan pendidikan tidak terukur dan 
terarah secara mcmadai, serta kemajuan tindak lanjut rekornendasi tidak 
terpantau dcngan baik. 

B. Implementasi Kurikulum 2013 

Terdapat 4 (empat) perrnasalahan signifikan terkait penguatan 
pcnjaminan mutu pendidikan yang ditemukan BPK RI dalarn perncriksaan 
kincrja atas pcningkatan kualitas penclidikan. Kcdua permasalahan tersebut, 
antara lain: 

1. Penerapan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Keberhasilan pencrapan Kurikulum 2013 ditentukan olcli 
pemaharnan dan kesiapan Pcndidik. Kcpala Satuan Pendidikan, dan 
Penga\vas Satuan Pendidikan dalarn mencrapkan Kurikulurn 2013 pada 
proses pembelajaran. Kemendikbud dan Perncrintah Daerah telah 
melakukan berbagai upaya dalam rangka mcrnberikan pcmahaman dan 
rncnviapkan kcpada Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pcngawas 
Satuan Pendidikan agar dapat menerapkan Kurikulum 2013. Namun, dalam 
prakteknva rnasih diternukan bcrbagai permasalahan, sebagaimana diungkap 
BPK RI dalam IHPS II Tahun 2019 terhadap pcmeriksaan atas peningkatan 
kualitas pembelajaran rnelalui penjaminan mutu pendidikan dan 
implementasi Kurikulum 2013 unruk mcwujudkan wajib belajar 12 tahun 
pada Kcmcndikbud dan 46 Pemerintah Daerah (dari 48 Pemerintah Dacrah 
yang men jadi dacrah uji pctik pemcriksaan BPK RI). Permasalahan terkait 
pcncrapan Kurikulurn 2013 tersebut, antara lain: 

a. Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Belum Optimal Menyiapkan 
Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik Dalam 
Menerapkan Pembelajaran Sesuai Kunikulum 2013. 

Permasalahan belum opurnainva Kemendikbud dan Dinas 
Pcndidikan menyiapkan Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pengawas 
Satuan Pendidikan dalam menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 
terlihat pada bebcrapa kondisi benikut: 

36 1 Pu.rat Kajian AKN 



Pertama, peserta dan bahan pelatihan implementasi Kurikulum 
2013 belum mencakup seluruh unsur Guru, Kepala Sekolah, dan 
Pengawas Sekolah serta belum dievaluasi ketercapaiannya. 
Kcmcndikbud tclah mclaksanakan pelatihan dan pendampingan 
irnplcrnentasi Kurikulum 2013 selama tahun 2016 s.d. 2018. Kegiatan mi 
dilaksanakan melalui pembekalan narasurnbcr dan instruktur secara 
berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan 
pcscrta pelatihan adalah perwakilan Unsur Pcngawas, Kepala Satuan 
Pendidikan, dan Pendidik untuk kemudian ditetapkan sebagai Guru Sasaran 
yang diharapkan dapat melakukan pengimbasan kepada guru yang belum 
mcngikuti pclatihan KurikLtlum 2013. Namun terhadap pelaksanaan 
pelatihan dan pendampingan tersebut, Ditjcn Dikdasmcn dan Ditjen GTK 
belum niemiliki data jurniab seluruh Pcngawas, Kepala Sekolah, dan Guru 
yang telah mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013 serta sejaub 
mana pengimbasari oleh guru sasaran kepada guru lainnya yang tidak 
mengikuti pelatihan. Selain itu pelatihan dan pendampingan tersebut tidak 
rndibatkan unsur Kepala Sckolah sebagai narasumber, instruktur, maupun 
peserta pcnycgaran implementasi Kurikulum 2013. Terkait dengan materi 
pelatihan, diketahui bahwa matcri yang disampaikan dalam pelatihan masih 
difokuskan untuk guru dan tidak terdapat materi supervisi atas implementasi 
Kurikulurn 2013 oleh Pengawas dan Kepala Sckolah. 

Permasalahan pada Kcmcndikbud mi ditemukan juga pada beberapa 
Pcmda yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI, antara lain: a) Dinas 
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memiliki data jumlah Kepala 
Sekolah dan Pengawas yang tclah mengikuti pelatihan supervisi 
implementasi Kurikulum 2013; b) Kepala Sekolah dan Pendidik belum 
scpcnuhnya mengikuti kegiatan pelatihan implementasi Kurikulum 2013; c) 
Pengawas dan Kepala Sekolah belum mendapatkan pelatihan supervisi 
Kurikulurn 2013; d) Proses pengimbasan implementasi Kurikulurn 2013 
belurn mcmanfaatkan forum-forum Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, 
dan Pendidik secara optimal. 

Kedua, Pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan guru 
professional. Faktor utarna yang penting dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013 adalah keterscdiaan guru yang kompeten. Berdasarkan data 
dari Ditjcn GTK per 31 Desember 2018 tentang kebutuhan guru profesional 
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pada jenjang SMK mengalami kekurangan sebanyak 128880 orang dan 
kebutuban 208.602 orang, Diksus di SLB kekurangan sebanyak 27.558 orang 
dari kcbutuhan sebanyak 50.352 orang, dan Diksus di sckolah inklusif 
kekurangan sebanyak 21.445 orang dari kebutuhan 22.124 orang. Jumlah 
guru tcrcatat pada database Ditjcn GTK sebanyak 2.698.612 orang, di 
antaranya belum bersertifikat pendidik sebanyak 1.554.068 orang terdiri dan 
225.031 orang guru PNS dan 1.329.037 orang guru bukan PNS. 

Kctidakrersediaan guru yang professional disebabkan karena 
lKcmcndikbud belurn memiliki analisis/perhitungan kebutuhan jumlab guru, 
kepala sekolah, dan pengawas sckolah yang memadai. Selain itu, upaya 
Kemcndikbud untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan 
pengawas sckolah baik dalam kualifikasi akademik, maupun kompctcnsi 
secara merata belum optimal. 

Ditjen GTK mclaksanakan uji kompctensi guru (UKG) secara massal 
pada tahun 2015 yang mcnghasilkan pcta kompetensi guru. Berdasarkan 
pera kompetensi tcrsebut, Ditjen GTK telah rnenyelenggarakan pelatihan 
untuk memperbaiki kelemahan guru sesuai basil LTKG. Program 
peningkatan kompctcnsi tersebut adalah Guru Pembelajar (GP) pada tahun 
2016, Pengembangan IKompetcnsi Berkelanjutan (P1KB) pada tahun 2017-
2018, dan terakhir berubah menjadi Pcningkatan Kompetensi Pembelajaran 
(PKP) pada tahun 2019. 

Pada program GP tahun 2016 dan PKB tahun 2017-2018, penguatan 
diberikan kepada guru dengan prionitas pada untuk peningkatan kompetensi 
secara individu sesuai basil IJIKG 2015 dengan komposisi matcri pelatihan 
berupa content-based (70% profesional dan 30° pedagogik). Pada program 
PKP Tahun 2019, Ditjen GTK rnengubah pola penguatan dengan 
membenikan peningkatan kompetensi guru agar dapat meningkatkan 
kualitas lulusan peserta didik dengan komposisi mated pelarihan menjadi 
bcrfokus pada pembelajaran di kelas/hon to teach (70% pedagogik dan 30% 
profesional). Selain itu, muatan pclatihan PKP rnerespon hasil LTN/US 
peserta didik yang memcrlukan perbaikan sehingga sasaran pelatihan akan 
lcbih spesifik kcpada peningkaran kompetensi guru yang mcmiliki kendala 
dalam proses pembelajaran. 

Keterbatasan program PKP sampai dengan pemeriksaan BPK 
berakhir tangral 15 November 2019 adalab pelatihan hanva pada mata 
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pelajaran UN. Dengan demikian penguatan terhadap kompetensi masih 
terbatas pada guru mata pelajaran UN. Sclain itu, hasil pcmeriksaan juga 
mcnunjukkan bahwa Kcmcndikbud belum mengevaluasi dampak program 
peningkatan kompetensi guru baik melalui GP, P1KB maupun PKP terhadap 
kompetensi profesional guru maupun kompetensi pedagogik dalarn upaya 
rncningkatkan kompctensi pcserta didik. Akibatnya, IKemendikbud tidak 
memiliki potret utuh perkembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. 

Keti-a, koordinasi antara satker di Kemendikbud dalam 

penyiapan PTK agar memahami muatan Kurikulum 2013 belum 

optimal. Penyiapan PTIK dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 
nicnjadi pckerjaan bersama berbagai satuan kcrja lKemendikbud baik di 
pusat maupun di daerah. Hasil pemeriksaan menemukan pcnyebab 
timbuinva berbagai permasalahan dalam penviapan P11K adalab kurangnya 
koordinasi antar satuan kerja tersebut. 

Salah satu perrnasalahan yang ditemukan adalah ketidakjelasan 

kewenangan dalam proses sosialisasi, bimbingan teknis, dan 

berbagai pelatihan dalam rangka penyiapan PTK. IKctidakjelasan 
kewenangan mi tcadi antara Ditjen Dikdasrnen dengan Ditjcn GTK. 
lKcwcnangan terhadap muatan KL[rikulum 2013 berpindah-pindah, dan 
semula di Ditjen Dikdasmen pada tahun 2014-2017 dan dilimpahkan ke 
Ditjen GTK pada tahun 2018. Pelimpahan kcwenangan tcrhadap muatan 
Kunikulum 2013 ke Ditjen GT1K mcnvcbabkan pckcrjaan utama Ditjen 
GTIK dalam meningkatkan kompetensi guru terabaikan. Padabal seharusnya 
antara Ditjcn Dikdasrncn dengan Ditjen GTIK saling berkoordinasi karena 
program peningkatan kompetensi guru berupa GP, P1KB, dan PKP adalah 
bagian yang ridak terpisahkan dari proses membenikan pemahaman bagi 
PTK agar dapat menerapkan Kunikulurn 2013 pada proses pembelajaran. 

Permasalahan koordinasi lainnya terjadi antara Ditjcn Dikdasmcn 
dcngan LPMP yang merupakan UPT Kemcndikbud yang men jalankan tugas 
Ditjcn Dikdasmcn pada setiap provinsi di Indonesia. Ditjen Dikdasmen 
tidak memi]iki basil monitoring dan evaluasi atas pekerjaan LPMP dalam 
mcmbcnikan pclatihan dan pendampingan guru sasaran sampai dengan 
pcngirnbasannya di setiap satuan pendidikan maupun forum-forum PTIK. 

iKelemahan koordinasi pada lingkungan internal Kemendikbud juga 
herdampak kepada koordinasi lintas kewenangan pusat dan daeiah. Hasil 
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pemcriksaan menunjukkan tidak adanva sincrgi kebijakan antara unit utama 
Kemcndikbud di pusat, LIPT Kcmendikbud di scriap provinsi, serta dmas 
pendidikan pcmda yang semuanva mcmiliki tanggung jawab bersama sebagai 
manajemen pendidikan khus usnya dalam rangka mcngirnplcmcntasikan 
Kurikulum 2013 untuk meningkatkan kualitas pcmbelajaran. 

Sclain itu, hasil monitoring dan evaluasi implementasi 
Kurikulum 2013 tidak berdampak pada perbaikan kualitas 
pembelajaran. Sciuruli dircktorat tcknis pada Ditjcn Dikdasmcn dan Ditjcn 
PAUD dan Dikmas tclah mclakukan monitoring dan evaluasi atas 
implementasi Kurikulum 2013. Secara umum hasil monitorrng dan cvaluasi 
mcnunjukkan permasalahan-permasalahan yang sama dengan hasil 
pemeriksaan BPK atas upaya pcmcrintah dalam mcnyiapkan pcngawas, 
kepala satuan pendidikan, dan pendidik dalam implementasi Kurikulum 
2013. Namun, Kemendikbud bekim memiliki kerangka tindak lanjut 
perbaikan dari pclaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan olch 
seluruh direktorat teknis tersebut serta belum mengevaluasi kembali dampak 
dari tindak lanjut tersebut tcrhadap kualitas pembelajaran pada satuan 
pendidikan. 

Hasil pcmeriksaan uji petik pada provinsi/kabupaten/kota juga 
dikctahui bahwa pcmda bclum mcmbuat monitoring dan cvaluasi atas 
pengembangan kompetensi pengawas, kepala sekolah dan guru. Dengan 
demikian, kcgiatan monitormg dan evaluasi olch pcmcnintah bclum 
mcmbcrikan dampak dalani perbaikan strategi penguatan guru dalam rangka 
pcningkatan kualitas pernbclaj aran. 

b. Kemendikbud belum memastikan media/bahan ajar dapat 
mendukung pembelajaran Kunikulum 2013 

UU tcntang Sistcm Perbukuan rncnyatakan bahwa bentuk buku 
terdiri atas buku cetak dan buku cicktronik. Pusbuk Kcmendikbud telah 
mcnctapkan buku-buku yang dapat digunakan dalam implcmentasi 
Kurikulurn 2013 yang tcrdiri dari buku teks dan buku nonteks. Media/bahan 
ajar lainnva berupa model-model pembelajaran antara lain konten video di 
berbagai media elcktronik. Hasil peneitian Puslitjak Kemendikbud 
menunjukkan adanya permasalahan terkait kelayakan buku, terutama 
pada buku teks wajib jenjang SMA. Selain itu, masih ditemui kondisi 
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sekolah yang menggunakan buku teks mata pelajaran peminatan 
yang tidak direkomendasilcan oleh Kemendikbud, serta sekolah yang 
tidak memfasilitasi buku teks kepada siswa. 

Pusbuk Kcmendikbud telah menvediakan bahan ajar berupa buku 
mata pelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Scdangkan pada jenjang 
SMK, Diksus, dan Diktara diserahkan sepenuhnya kepada direktorat 
pembina terkait. Akan tetapi belum seluruh direktorat pembina terkait 
mampu memenuhi target kebutuhan bahan ajar. Sebagai contoh pada 
jenjang SMK, buku mara pelajaran kelompok Cl dari ii jenis buku mata 
pelajaran bani tcrpcnuhi enam jcnis buku mata pelajaran, kelompok C2 dan 
193 jcnis buku mata pelajaran baru tersedia 17 jenis buku mata pelajaran, 
dan kelompok C3 dari 1200 jenis buku mata pelajaran bani tcrsedia 78 jenis 
buku mata pelajaran. BSNP sciaku pcnilai buku menyatakan bahwa 
kekurangan pen'ediaan buku tersebut diantaranya karena alasan ekonomis 
dan perkembangan yang terlalu cepat sehingga pcmbuatan buku kurang 
diminati oleb penerbit. Selain itu tcrdapat kendala distribusi bahan ajar akibat 
ictak geografis serta minlrnnya jaringan internet. 

Permasalahan lainnva dalam pcnvediaan bahan ajar adalah belum 
terpenuhinya junilah satu buku untuk setiap siswa yang terjadi di 
beberapa daerah dan terdapat sekolah yang barn menerima buku saat 
proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, helum ada satuan kerja 
di Kemendikbud yang melakukan pemantauan atas kecukupan 
ketersediaan buku teks pelajaran yang digunakan dalam proses 
pcmbclajaran di satuan pendidikan. 

Terkait dengan kcterscdiaan bahan ajar muatan lokal, Kemendikbud 
tidak memiliki data mengenai buku muatan lokal yang telah 
diterbitkan dan data daerah yang belum memiliki dan/atau 
melakukan pembaharuan buku muatan lokal yang digLinakan sebagai 
buku teks dalam proses pembelajaran. 1-lasil wa\vancara dengan Kepala 
Bidang Pcnilaian dan Pcngawasan Buku Kemcndikbud diketahui bahwa 
evaluasi atas bahan ajar muatan lokal belum dilakukan secara menyeluruh, 
baru berupa kajian terkait mutu sebagai bahan penvusunan buku elektronik 
maupun model-model buku lainnya. Sedangkan pengembangan dan 
penctapan buku muatan lokal dilakukan olch pemda. 
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Kemendikbud belum menetapkan satuan kerja yang 
berwenang menyediakan bahan ajar secara elektronik. Unit kcrja 
Kernendikhud yang telab mcnycdiakan bahan ajar clektronik adalah 
Pustekom melalui portal Rurnah Belajar. https: / /bclajar. kcrndikbud.u.id , 
Pusbuk dengan Buku Elektronik, Buku Elektronik Interak6k, dan Buku 
audio (aiidiobook), scrta Direktorat PSD dengan e/,cmneltersendiri dariyoutiihe. 
Atas penyediaan bahan ajar elektronik oleh tiga satuan kerja 
Kemendikbud tersebut belum dilakukan evaluasi mengenai 
keterkaitan muatannya dengan Kurikuum 2013, ketersediaan akses, 
pembaruan materi maupun pemarifaatan oleh pendidik maupun 
peserta didik. Hal mi mcnunjukkan belum adanya koordinasi antara 
berbagai satuan kerja Kemendikbud dalam penyediaan bahan/media 
ajar yang dapat mendukung pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. 

Dalam pcnyecliaan materi pada portal Rumah Belajar terdapat kendala 
yang dihadapi, antara lain: 1) Materi pembclajaran pada portal Rumah Belajar 
belum lengkap karena banyaknya materi Kurikulum 2013 sching,ga disusun 
berdasarkan skala prioritas antara lain mata pelajaran dengan nilai UN yang 
rendah; 2) Materi yang dimuat dalarn portal Rurnah Belajar belum 
scpenuhnya selaras dcngan Kurikulum 2013; 3) Terdapat keterbatasan bank 
soal yang terdapat pada portal Rumah Belajar termasuk schagian bank soal 
rnasih berdasarkan Kurikulum 2006. Data bank soal diperoleh dan 
Puspcndik dan Pustekkom hana mcngunggah dalam portal Rurnah Bclajar; 
dan 4) Portal Rurnah Bclajar bclum mcnycdiakan konten belajar Diksus clan 
hanva berupa panduan bagi tunanetra yang ingin menggunakan portal 
Rumah Bclajar. 

Hasil pemeriksaan uji petik pada Pemerintah Daerah juga 
dikctahui bahwa Dinas Pendidikan belum sepenuhnya memastikan 
ketersecliaan media pernbelajaran dan bahan ajar di sekolah yang 
dapat mendukung proses pembelajaran Kurikulum 2013. Terkait 
pcnggunaan aplikasi Rurnah Belajar juga belum optimal karena 
pemanfaatannya hanya untuk mata pelajaran tertentu saja dan kesulitan 
melakukan akses dan ioadthg sehingga pengunjung lebib memilih 
menggunakan aplikasi lainnya yang lebih mudah diakses. 
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c. Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik belum 
menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 

Hasil perncriksaan atas pcncrapan pcmbclajaran dcngan Kurikulum 
2013 mcnunjukkan adanva permasalahan berupa PTK belum sepenuhnya 
memahami proses pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Setiap 
dire]ctorat tcknis per jenjang, jcnis, dan jalur pendidikan (SD, SMP, SMA, 
SMK, Diksus) pada Ditjcn I)ikdasmen dan Ditjen PA LID dan Dikrnas tclah 
melakukan monitoring dan evaluasi atas pencrapan Kurikulurn 2013. 
Kcgiatan monitoring dan evaluasi mi dilakukan dalam rangka mengevaluasi 
tingkat pemahaman PTK dalam rncncrapkan Kurikulum 2013. Hasil 
monitoring dan evaluasi seluruh dircktorat tcknis menunjukan bahwa PTK 
bclum paham dan belum dapat menerapkan Kurikulum 2013 dalam prcxes 
pembelajaran baik dari sisi manajemen pendidikan, percncanaan 
pernbclajaran, pclaksanaan pembelajaran, sampai dengan cvaluasi 
pembelajaran. Hasil pemeriksaan secara uji pctik atas hasil monitoring dan 
cvaluasi yag dilakukan oleh dinas pendidikan pcmda juga mcnunjukkan 
kondisi yang sama bahwa PTK belum optimal dalam mcnerapkan 
Kurikulum 2013. 

Selain itu, tcrdapat juga permasalahan pelaksanaan supervisi oleh 
Pengawas dan Kepala Sekolah yang belum optimal. Kemendikbud 
belurn memberikan pelatihan kepada Kepala Satuan Pendidikan maupun 
Pengawas dalam supervisi implementasi Kurikulum 2013. Kondisi mi 
berdampak pada pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas 
dan kepala satuan pendidikan. Hasil evaluasi Kcmcndikbud maupun Pemda 
atas fungsi supervisi dalam implementasi Kurikulurn 2013 mcnunjukkan 
bahwa pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dcngan para pengawas 
yang memiliki akses hingga ke satuan pendidikan. Dengan banvaknya jurnlah 
satuan pendidikan, maka peran pengawas dan kepala satuan pendidikan 
sangat diperlukan dalam membina guru di sctiap satuan pendidikan yang 
menjadi tanggung jawabnva. 

Hasil pcncitian yang dilakukan Puslitjak juga menunjukkan bahwa 
pclaksanaan kcatan supervisi baik oleh Kepala Sekolah maupun Pengawas 
Sekolah lebib banvak pada pencatatan dokumen atau audit administrasi. 
Akibatnya, guru tidak menerima umpan balik tentang perbaikan proses 
pembclajaran kepala sckolah dan pengawas sekolab. 0kb karcna itu, kajian 
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tersebut merekomendasikan penguatan kompetensi Kepala Sekolah dan 
Pengawas, antara lain dengan pengaturan periodisasi, pemerataan 
kcscmpatan pclatihan, penetapan kualifikasi tertentu pada syarat jabatan, 
pengembangan instrurnen, dan mengoptimalkan keberadaan organisasi 
kesejawatan. 

Kemudian, pengaturan komposisi pembelajaran materi dan 
praktek kerja industri pada jenjang SMK juga belum optimaL 
Implementasi Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan SMK, meiputi 
pembelajaran matcri maupun prakerin pada DUDI mcnunjukkan bclum ada 
pengaturan beban belajar yang optimal antara pembelajaran materi dengan 
prakerin pada satuan pendidikan. Akibatnya siswa ridak fokus menjalani 
proses pembelajaran schingga capaian pada salah saw atau keduanva men jadi 
tidak optimal. 

Penguatan Kurikulum 2013 melalui peningkatan kompetensi 
pengawas, kepala satuan pendidikan, dan guru juga belum optimal. 
Peningkatan kompetensi pcngawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik 
diantaranya mclalui rnckanismc pelatihan dan pengimbasan. Namun, 
Kcmcndikbud maupun Dinas Pcndidikan bclum mclakukan evaluasi atas 
dampak pelatihan dan pengimbasan Kurikulum 2013 serta belum 
mengoptinialkan forum-forum pengawas, kepala satuan pendidikan, dan 
guru dalam rangka pcngimbasan Kurikulum 2013 tersebut. Hasil kajian 
Puslitjak rnengungkapkan babwa harus ada upaya pcmbcrdayaan KKG dan 
MGMP balk di tingkat lokal (sekolah) maupun di tingkat yang lebih tinggi, 
dan merekomendasikan perlunva evaluasi seluruh program KKG/MGMP. 
Namun, rekomendasi mu bclurn ada tindak lanjut dari direktorat tcknis atas 
basil kajian Puslitjak tersebut. 

2. Pemanfaatan Hasil Penilaian dalam Implementasi Kurikulum 
2013 oleh Pemerintah dan Satuan Pendidikan 

Misi Sistem Pendidikan Nasional ialah rnengupavakan perluasan dan 
pcmerataan kesempatan memperoleb pendidikan yang bcrmutu bagi seluruh 
rakyat. Salah satu upaya Pemcrintah dalam menghadirkan pcndidikan yang 
bermutu adalah dengan mcningkatkan Standar Penilaian Pendidikan yang 
digunakan scbagai acuan bagi pendidik, satuan pendidik maupun 
pemenintab. Upaya pemerintah tersebut sesuai dengan Permendikbud 
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Nomor 22 Tahun 2015 tcntang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 
dan Kcbudayaan Tahun 2015-2019 yang menvatakan bahwa salah satu arab 
kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Bclajar 12 Tahun ialah 
memperkuat sistem pcnilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel 
melalui pernanfaatan hasil penilaian siswa dan pemanfaatan basil ujian untuk 
pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan. 

Penilaian pcndidikan mcnurut Pcrrncndikbud Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Stanclar Pcnilaian Pendidikan adalah proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 
didik. Pcnilaian basil belajar peserta didik dapat dilakukan oleh pendidik, 
satuan pendidikan niaupun pemerintah dengan aspek-aspek pcnilaian, antara 
lain: 1) Sikap, merupakan penilaian dcskriptif oleb pendidik mcngcnai 
perilaku peserta didik; 2) Pengctahuan, merupakan penilaiaii oleh pendidik 
untuk mengukur penguasaan pcngetahuan peserta didik; dan 3) 
Keterampilan, merupakan pcnilaian olch pendidik untuk mengukur 
kcmampuan pescrta didik mcncrapkan pengetahuan dalam melakukan tugas 
tertentu. 

Dcngan dilakukannya penilaian hasil belajar peserta didik secara 
komprehensif pada tiga aspek tcrsebut, maka para stcikelio/der seperti Satuan 
Pendidikan, Pemerintnh Daerah, maupun Pemerintah Pusat dapat 
melakukan evaluasi perkembangan peserta didik. Hasil evaluasi tersebut 
dapat menjadi dasar bagi penvusunan kebijakan di masa yang akan datang, 
dalarn rangka meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. 

Salah satu permasalahan yang diungkap BPK RI dalam Ikbtisar Flasil 
Pemeriksaan Semester 11 Tahun 2019 tcrhadap pemeriksaan kinerja atas 
peningkatan kualitas melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan 
implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib bclajar 12 tahun 
adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan belum 

sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi 

kurikulum 2013. Pcrmasalahan mi terjadi pada Kementerian Pcndidikan 
dan Kebudavaan (Kcmendikbud) dan 37 Pemcrintah Daerah (dari 48 
Pemenintah Daerah yang menjadi uji petik pemeniksaan BPK RI). 

Pada Kemendikbud, permasalahan umum terkait pernanfaatan hasil 
penilaian pendidikan, antara lain: Kemendikbud belum optimal dalam 
melakukan evaluasi hasil penilaian pendidikan; Pemerintah, Satuan 
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Pcndidikan dan Pendidik belurn mcmanfaatkan analisis hasil pcnilaian 
pendidikan; serta Pemerintab belum optimal dalam meman faatkan e-rapor 

yang tcrintegrasi dengan dapodik sebagai media rekam jejak yang rncmuat 
data substansi pcndidikan. 

Dalam hal Kemendikbud melakukan evaluasi hasil penilaian 
pendidikan, BPK RI menemukan adanva permasalahan, antara lam: (1) 
Analisis pendidikan penilaian pendidikan hanya tcrbatas pada basil UN, 
Kemcndikbud helum mcmi]iki analisis penilaian pcndidikan yang dapat 
mencerminkan hasil belajar pada seluruh tingkatan kelas di berbagai jenjang, 
jenis, dan jalur pendidikan, scperri hasil USBN, rapor peserta didik tengah 
dan akhir scmcstcr atau evaluasi pcnilaian harian dari pcndidik; dan (2) 
Analisis pcnilaian pendidikan oleh Kemendikbud hanya mencakup aspek 
pengetahuan yang bersumber dari hasil UN, sedangkan soal UN tidak 
didcsain untuk dapat mcnilai aspck sikap dan keterampilan pada peserta 
didik schingga Kemendikbud belum memiliki evaluasi hasil pendidikan yang 
komprehcnsif mencakup 3 (tiga) aspck tcrscbut. 

Selanjutnva, dalam hal mernanfaatkan analisis hasil penilaian 
pendidikan, BPK RI mcngungkapkan adanya permasalahan, antara lain: 
belum diterapkannya metode pemanfaatan basil pcnilaian secara 
komprehensif oleh pcndidik dan satuan pendidik, mdiputi: aspek sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan; serta strategi pemanfaatan hasil UN/ US 
belurn menggarnbarkan hubungan yang lincar dcngan penisigkatan kualitas 
pembelajaran. 

Kemudian, dalam hal pemanfaatan e-rapor sebagai media rekam 
jejak peserta didik, BPK RI mencmukan permasalahan, diantaranya: (1) 
Gum belum menguasai teknis pemanfaatan e-rapol; (2) Penggunaan e-rapor 

bclum diwajibkan; (3) Pengisian dcskripsi e-rapor masih berbasis temp/&e, 

sching,ga berpotensi tidak menggambarkan kondisi nil peserta didik; (4) 
Tidak ada firur perbaikan data jika sudah disinkronisasi ke server pusat; (5) 
lirur dalam e-rapor hanya mengakornodir fitur penilaian PTS dan PAS dan 
belum memuat penilaian harian maupun pcnilaian akhir jenjang(UN /US) 
peserta didik; dan (6) Tidak ada fitur evaluasi terhadap hasil capaian bclajar 
siswa yang mencakup aspek pengetahuan, aspck sikap dan aspek 
kctcrampilan. 
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Bcrbagai permasalahan diatas mengakibatkan proses dan 
pcmanfàatan penilaian pendidikan yang dijalankan olch Kernenterian 
Pendidikan dan Kcbudayaan belum dapat mcningkatkan kualitas 
pcmbclajaran sccara optimal. Selain itu, para pcmangku kepentingan juga 
tidak dapat memperoleb informasi yang komprehensif mcngenai 
kompetensi lulusan. 

Selanjutnya, pada Pemenntah Daerah, secara garis besar terdapat 3 
(tiga) permasalahan terkait pemanfaatan basil penilaian dalam implementasi 
kurikulurn 2013 yang terjadi pada 37 Pemcrintab Daerah baik Pcmerintah 
Provinsi, Pernerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten. Adapun tiga 
permasalahan tersebut, antara lain terkait evaluasi basil pcnilaian pendidikan, 
pemanfaatan Hasil UN dan berbagai basil evaluasi pendidikan lain untuk 
perbaikan pembelajaran, dan penvediaan media rekam jejak peserta didik. 

Dalam melakukan evaluasi hasil pendidikan, Pcmcrintah Dacrah 
dapat memanfaatkan bcrbagai sumber data yang dapat mencerminkan 
capaian basil pendidikan pada dacrab tcrsebut. Data tersebut antara lain: 
Indeks Pembangunan Manusia (1PM), basil ujian PISA ('Programme Jr 
Inte,wational Student Assesmeni) /AKSI (As.cesment Kompetensi Siswa 
Indoncsia)/scjenisnya, hasil UN, maupun hasil US, serta hal lainnya terkait 
basil penguatan karakter. NamLin, menurut hasil pemeriksaan kinerja BPK 
RI masih diternukan adanya 37 Pemerintah Daerah yang belum 

melakukan evaluasi hasil pendidikan dengan memanfaatkan 

berbagai indikator yang telah disebutkan. Permasalahan tcrscbut 
muncul antara lain dikarenakan belum adanva kewajiban untuk melakukan 
evaluasi menggunakan indikator tersebut; belum adanya sosialisasi, baik 
kepada Disdik maupun satuan pendidikan untuk melaksankan cvaluasi basil 
pendidikan; tidak tersedianva data pendukung untuk menghitung indikator 
seperti 1PM; adanya kendala pada pengisian e-rapor yang tidak dapat 
mencerminkan kondisi nil sehingga tidak dapat dijadikan bahan cvaluasi; dan 
lain scbagainya. Selain itu, belum digunakannya basil ujian PISA scbagai 
baban evaluasi basil pendidikan disebabkan karena beberapa Pemerintah 
I)aerah contohnya seperti di Pemenintab Kabupaten Batu Bara dan 
Kabupatcn Sanggau bclurn pernab ditunjuk sebagai sampel oleb Oianiition 
,fbr Economic Co-operation and Development (OECD) selaku lembaga 
pcnyclenggara pcnilaian PISA maupun AKSI. 
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Kemudian. dalam hal pemanfaatan hasil Ujian Nasional (UN) 
dan berbagai bahan evaluasi pendidikan lain sebagai bahan 
perl)aikan pembelajaran. Pcmanfaatan basil UN okb satuan pcndidikan 
dapat didukung dcngan adanva analisis yang disusun balk oleh Pemerintah 
Pusat n-laupun Pemerintab Dacrab. Narnun, berdasarlcan hasil pemeriksaan 
BPK RI dikctabui bahwa terdapat 37 pernerintah daerah yang belum 
memanfaatkan hasil UN dan berbagai basil evaluasi pendidikan 
sebagai bahan perbaikan pembelajaran. Penvebab permasalahan 
tersebut, antara lain dikarenakan satuan pendidikan belurn membuat analisis 
basil UN; evaluasi basil UN tidak dilakukan secara tertulis; Pemcrintah 
Dacrab bclum mcngctahui adanya dcsain pemanfaatan basil UN yang 
diterbitkan olch Puspendik Kemendikbud; dan lain sebagainya. 

1crakhir, mengenai penyediaan media rekam jejak peserta 
didik. Tujuan media rekam jcjak adalah untuk rncngetabui perkembangan 
basil belajar siswa ranah kognitif, afcktif, psikomotorik. Selain itu, media 
rekam jejak juga dapat mcngidcntifikasi kecerdasan, gava belajar, bakat, dan 
cita-cita. Media rekarn jejak tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh peserta 
didik scbagai bekal melanjutkan jenjang satuan pendidikan sclanjutnva. 
Dilihat dari tujuan dan manfaatnya tersebut, media rekam jejak sangat 
pcnting dimiliki bagi setiap satuan pcndidikan di berbagai jenjang. Namun, 
berdasarkan basil pemeriksaan BPK RI, diketahui bahwa sebanyak 36 
Pemerintah Daerah belum menyediakan media rekam jejak 
perkembangan peserta didik, kecuali pada Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah yang telah menyediakan media rekam jejak 
meskipun pemanfaatannya belum optimal. Pcrmasalahan tersebut rata-
rata disebabkan olch belum adanva inisiasi dari Pernerintab Daerah untuk 
membuat media rekam jcjak pcscrta didik. 

Atas berbagai permasalahan yang terjadi di Kcmcntcrian Pendidikan 
dan Kcbudavaan dan 37 Pemerintah Dacrah tcrhadap pcmanfaatan hasil 
pcnilaian dalarn implementasi Kurikulum 2013 oleb pemerintah dan satuan 
pendidikan tersebut, maka bcrdampak pada belum efektifnya bcrbagai 
upava pembelajaran yang dirancang dan dijalankan dalam mcmbcrikan 
dampak pcningkatan/perbaikan kualitas basil bclajar. 
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3. Pendidikan Penguatan Karakter 

Dalam rangka melaksanakan agenda kedelapan Nawacita, yaitu 
mehtkukan revolusi karaktcr bangsa, Pemerintab mcnerbitkan Peraturan 
Prcsidcn (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tenrang Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK) dan ditindakianjuti oleh Kemendikbud dcngan mencrbitkan 
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pcndidikan 
Karaktcr pada Satuan Pendidikan Formal. PPK merupakan gerakan 
pendidikan di bawah tang,gung jawab satuan pendidikan untuk memperkuar 
karakter pcscrta didi]c mclalui harmomsasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan 
olah raga dengan pdibaran dan kerja sama antara satuan pendidikan, 
kelLiarga dan masyarakat scbagai bagian darl Gerakan Nasional Revolusi 
Mental (GNRM 

Selain, scbagai benruk implernentasi dari agenda kedelapan Nawacita, 
perlunya pelaksanaan PPK juga didasarkan oleh kenyataan di lapangan yang 
menunjukkan semakin banyak dan mcningkatnya permasalahan yang 
meibarkan anak usia sekolah. Data statistik Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) mcnunjukkan adanya tren yang meningkar pada kasus 
kriminal anak, pornografi dan ryber c,irne, narkoba, tawuran pelajar dan 
LGBT. Selain itu, data Kemenkurn HAM mcnunjukkan adanva tren 
pcningkatani kasus kniminal berupa pencurian, pornografi dan narkoba oleb 
anak usia sekolah. Sampai dengan bulan November 2019, sebanyak 2.338 
anak usia sekolah menjadi penghuni lembaga permasyarakaran. Riser 
Kemcnrcrian Kcschatan pada tahun 2018 juga menunjukkan 9,1 °/o dan 
perokok merupakan anak usia 10 hingga 18 tahun. 

PPIK bertujuan untuk: (a) membangun dan membekali peserta didik 
sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan 
pendidikan karakter yang baik guna mcnghadapi dinamika perubahan di 
masa depan; (b) mengembangkan platform pendidikan national yang 
rneletakkan pendidikan karakrcr scbagai jiwa utama dalarn pcnycicnggaraan 
pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pcibatan publik yang 
dilakLlkan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan 
memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan (c) merevitalisasi dan 
memperkuat potensi dan kompetensi PTK, pescrta didik, masyarakat, dan 
lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. 
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218.989 

PPK dilaksanakari dcngan mcncrapkan nilai-nllai Pancasila dalam 
pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai gotong rovong, 
kernandirian, nasionalisme, religius dan integritas. Penyelenggaraan PPK 
pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi 
dalam kcgiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan 
merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan guru dengan didasarkan pada 
prinsip manajeman berbasis sekolah. PPK dikcmbangkan melalui riga 
pendekatan yaitu pcndekatan berbasis kelas, budava sekolah dan masyarakat. 

Untuk mclaksanakan PPK, Kcmendikbud dengan berdasarkan pada 
Kcputusan Mcndikbud Nomor 269/P/201 8 mcmbentuk Tim Implementasi 
PPK, yang diantaranya bertugas mclakukan pelatihan, bimbingan tcknis, 
lokakarva, diskusi kelompok terpimpin, pengimbasan, konsultasi, 
pcndampingan dan lain-lain kepada kepala dinas pendidikan, kepala sckolah, 
guru, komite sekolah, pengawas sekolah, peserta didik dan seluruh UPT 
Kcmcndikbud di dacrab. Berikut grafik tren jumlah satuan pendidikan wang 
telah mcmperolcb pcmbckalan PPK dari tahun 2016 sampai dcngan tahun 
2019. 

Grafik 7. Jumlah Satuan Pendidikan yang Memperoleh 
Pembekalan PPK Tahun 2016-2019 
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Selain membentuk Tim Implentasi PPK, untuk rnclaksanakan PPK, 
telah ditetapkan pedoman/panduan program PPK serta penyusunan buku 
contoh praktek balk penerapan PPK; pcnycdiaan infomasi PPK pada laman 
http: / /ccrdasbcrkaraktcr.kemdikbud.go.id ; menyelenggarakan bimbingan 
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tcknis, sosialisasi serta kegiatan lain; dan menyalurkan bantuan pemerintah 
kepada dinas pcndidikan/lcmbaga/satuan pendidikan. 

Meskipun telab banyak upaya yang dilakukan Pemerintah dalam 
rnencapai kebcrhasilan pelakanaan PPK, namun BPK RI dalam pcmcriksaan 
terhadap implementasi PPK rnengungkap masih ditemukannya beberapa 
permasalahan, khususnya pada Kemcndikbud dan Pernda (terjadi pada 37 
pemda dari 48 Pcmda yang menjadi uji petik BPK RI kecuali Prov. I)Kl 
Jakarta, Prov. Jawa Barat, Prov. Gorontalo, Kab. Muara Enim, Kab. Kediri, 
Kab. Pasuruan, Kab. Tanah Laut, Kab. Bombana, Kota Yogyakarta, Kota 
Mojokerto, dan Kota Balikpapan), antara lain: 

a. Kemendikbud dan Pemda belum sepenuhnya menjalankan 
langkah-langkah PPK 

I)alarn upava internalisasi PPK, Kcmendikbud dan Pcmda 
rnclaksanakan pembekalan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan tcknis 
yang dilaksanakan oleh direktorat teknis kepada pendidik, kepala satuan 
pendidikan, maupun pengawas sesuai jenjang pendidikan. Basis 
implementasi PPK, mdiputi: implernentasi PPK berbasis kelas, 
irnplemcntasi PPK bcrbasis budava dan irnplcmentasi PPK berbasis 
masyarakat. Bcntuk implernentasi PPK berbasis kelas, melalui 
pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran dan 
pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik dacrah, satuan pcndidikan dan pescrta didik. lmplcmcntasi 
PPK berbasis budaya sekolah antara lain rnclalui pcnekanan pada 
pernbiasaan nilai-nilai utama dalarn kcseharian di sekolah, pemberian 
kcteladanan antar warga sekolah dan pengembangan minat bakat, dan 
potensi melalui kcgiatan ekstrakurikuler. Sedangkan PPK bcrbasis 
masyarakat dilakukan dengan strategi penguatan peran orang tua dan 
kolaborasi dengan masyarakat. Selain itu, Kcmendikbud mcnyelenggarakan 
program PPK sccara lintas \vilayah dan satuan pendidikan antara lain 
kegiatan perlombaan dan pclatihan bagi peserta didik yang dianggap 
bcrrnuatan penguatan karaktcr. 

Hasil pemcriksaan BPK RI atas implementasi PPK, ditemukan 
adanya permasalahan pelaksanaan kegiatan PPK yang belum didukung 
dengan analisis kebutuhan PPK pada setiap satuan pendidikan. 
Idcntifikasi dan analisis kebutuhan PPK diperlukan agar kegiatan dapat 
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bcrmanfaat dan tcpat sasaran untuk pengembangan l'PK di satuan 
pendidikan. ldcntifikasi dan analisis kebutuhan tersebut diperoleh dari hasil 
analisis yang dilakukan sckolah. Analisis kebutuhan PPK bagi siswa 
dilaksanakan untuk mcrespon perkembangan internal dan eksternal 
pendidikan. Kebutuhan yang sifatnya intcrnal, antara lain berupa kegiatan 
pencegahan kasus /mi/ying dan kasus kekerasan lainnya yang terjadi di 
lingkungan sckolah. Sedangkan kebutuhan yang sifatnya cksternal berupa 
kegiatan untuk mcnccgah kasus radikalisme, penyalahgunaan narkoba, 
pornografi dan kasus krirninal lainnya, serta permasalahan kewilnyahan 
scperti bencana alam dan scienisnya yang terjadi di lingkungan masrarakat. 
Pelaksanaan kegiatan PPK sampai dengan saat mi belum didukung 
dengan analisis yang menghubungkan kebutuhan PPK sebagai 
respon perkembangan internal dan eksternal. 

Selain itu, terdapat jua permasalahan tidak tersedianya indikator 
capaian keberhasilan kinerja yang dimiliki oleh direktorat teknis 
dalam implementasi PPK. Indikator kcbcrhasilan/targct yang dituangkan 
oleh setiap direktorat teknis dalam Renstra Kemcndikbud adalah jumlah 
satuan pendidikan yang tclah mclaksanakan PPK, namun dalam 
pclaksanaannya, pendekatan yang digunakan adalah jumlah siswa. Tidak ada 
indikator maupun laporan pencapaian dad program PPK terhadap 
peningkatan kualitas pernbcLijaran maupun perubahan perilaku peserta didik 
seperri yang diharapkan. 

Peta jalan PPK untuk Pendidikan Non Formal (PNF)/Diktara 
juga belum tersedia. Perpcs Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK bclum 
mcngatur kewajiban Kemendikbud terhadap PPK bagi peserta didik pada 
jalur PNl/Diktara. Perpres hanva mengatur kcwajiban PPK bagi satuan 
PNF di bawah Kemenag. Bcrdasarkan Dapodikmas, jurnlah pcserta didik 
Diktara Paket A/B/C di PKBM per I November 2019 adalah 1.203.303 
orang. Peserta didik tersebur tersebar di 9.207 lcmbaga PKBM dan 423 SKB 
diantaranya sebanyak 529.823 orang atau 44°./  adalah anak usia sekolah (6 - 
21 tahun). Pcserta didik Diktara mi termasuk dalarn objek lingkup 
implcmentasi PPK, sebagdrnana dirnaksud dalam peta jalan PPK dan 
RPJMN 2015-2019. Dircktorat Bindiktara selaku pembina Di]ctara 
menyatakan bahwa belum ada peraturan maupun panduan dan 

Kemcndikbud terkait gerakan PPK pada Diktara. 

52 1 Pusat Kajtan ..4KN 



Selanjutnya adalah permasalahan belum optimalnya implementasi 
PPK pada satuan pendidikan di Pemda. Hasil pemcriksan BPK RI pada 
37 Pemda menunjukkan bahwa pada umurnnya satuan pendidikan tclah 
menyelenggarakan PPFc. dalam bentuk upacara bendera, kegiatan 
kcagamaan, bakti sosial, dan kegiatan literasi. Namun, implcmcntasi PPK 
yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan belum didukung dengan program 
kerja yang berisi indikator capaian pclaksanaan PPK serta belurn sepenuhnya 
meibatkan peran orang tua dan masyarakat. 

Pcmda belum melaksanakan tanggung jawab pelaksanaan PPK, 
seperti: a) Belum menyusun kcbijakan dan rencana aksi pclaksanaan PPK, 
yang men jadi acuan dan aturan dalam penerapan PPK di satuan sekolah; 13) 

Belum melakukan sosialisasi, mclaksanakan dan mcngkoordinasikan 
penvelcngaraan PPK, pclaksanaan PPK hanya bcrupa pembiasaan karakter 
(isatuan pendidikan tanpa adanya program khUSUS PPK; c) Bclum 
melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung 
penyelenggaraan PPK; d) Belum menviapkan sumber daya manusia yang 
kompetcn dalam penycicnggaraan PPK; dan c) Belum melaporkan 
penyelenggaraan PPK kcpada Menteri 1)alam Negeri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Selain itu, Dinas Pendidikan juga belurn sepcnuhnya menviapkan 
pelaksanaan PPK, seperti: a) Belum menjamin terlaksananya pcnycicnggara 
PPK, hanya mcnghimbau kepada satuan pendidikan untuk mcnerapkan 
PPK, Pelaksanaan PPK berupa pembiasan karaktcr yang ditcrapkan 
disekolah bukan merupakan program khusus PPK; b) Belum mcnviapkan 
sumbcr daya manusia yang kompeten dalarn penyelenggaraan PPK, dirnana 
Dinas Pendidikan bclum menganggarkan pelatihan khusus PPK secara 
bcrkelanjutan; dan c) Belum menycdiakan ang,garan untuk penyelenggaraan 
PPK di Sckolah secara berkelanjutan untuk mcnunjang pelaksanaan PPK. 

Begitu juga dengan Satuan Sekolah. Satuan Sekolah belum 
menerapkan pclaksanaan PPK, scperri: a) Belum membuat asesmen awal 
scbelum melaksanakan program PPK untuk mempelajari kondisi awal dan 
memastikan kesiapan sekolah dalarn mcnvusun percncanaan dan 
pelaksanaan gerakan PPK di sckolah; b) Belum menctapkan brwiding sekolah 
terkait pclaksanaan program PPK dan belum melakukan asscsmcn awal 
sckolah untuk menentukan program saruan sekolah yang akan dilaksanakan; 
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c) Belum melaksanakan sosialisasi program PPK di saruan pcndidikan, 
komite sckolah, pendidik dan orang tua siswa; d) Belum mcwujudkan budaya 
sckolah yang mendukung pelaksanaan program PPK; e) Belurn memfasilitasi 
pendidik dan tcnaga kependidikan dalam rnengimplcmcntasikan program 
PPK; dan f) Belum membuat dokumcntasi pclaksanaan kegiatan PPK, 
pendidik hanya sebatas memantau atau mengamati pembiasaan karakter 
yang terapkan pescrta didik di satuan pendidikan. 

b. Kemendikbud dan Pemda belum mengevaluasi pemenuhan 
langkah-langkah PPK secara optimal 

Kerncndikbud memiliki dua macam instrumcn untuk rncnilai 
ketercapaian PPK vaitu Rapor PPK dan Panduan Penilaian PPK. Rapor 
PPK mcrupakan bagian dan rapor rnutu pada aplikasi PMP yang dibuat oleh 
Sekretariat Ditjen Dikdasmen dengan skala 0-7 sedangkan Panduan 
Pcnilaian PPK dirancang olch Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 
(PASKA) dcngan skala 0-4. 

Tabel 7. Hasil Skoring Rapor PPK 

Rentang Kategori 
6,67 - 7,00 PPK 
5,07 - 6,66 PPK 4 
3,71 - 5,06 PPK 3 
2,05 - 3,70 PPK 2 
0,00 - 2,04 PPK I 

Sumher RdporMuiu SMP elaldm LI-/P Kine/7a Kemendilth,,d. 2019 

Tabel 8. Skoring Penilaian PPK 

Kategori Keterangan 
3,60 - 4,00 (A) Praksis PPK sudab sangat istimcwa dan menjadi budava 

sekolah 
3,011 - 350 (13) Praksis PPK di sckolah sudah menjadi kcbiasaan 
2,00 - 2,99 (C) Praksis PPK sudah rnulai tcrlihat di lingkungan sekolah 
1,00 - 1,99 (D) Sudah rnulai ada usaha mcngcmbangkan PPK di sckolah 
0,00 - 0,99 (E) Banyak hal yang sudah diperbaiki dalam pengcrnbangan PPK 

di sckolah 
Siirn/'e,; P.-1SK1 Kernendilahud Ialam LHI' Kincifa Kernencfthl;ud. 201.9 

Rapor mutu digunakan untuk mengukur pcncapaian PPK yang 
dijabarkan dalam 196 butir pertanyaan. Sedangkan instrumen pada Panduan 
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Penilaian PPK menggunakan pendekatan 10 aspek yang terdiri dari asesmen 
awal, sosialisasi PPK kepada pernangku kepcntingan, visi misi dan 
perumusan, desain dan kebijakan PPK, desain program, PPK berbasis kelas, 
pengembangan budava sekolah, parrisipasi masyarakat, implementasi nilai-
nilai utama, dan evaluasi PPK yang dijabarkan dalam 49 bunr pertanyaan. 
Kedua instrumen yang cligunakan untuk mengukur capaian PPK berpotensi 
menghasilkan potret capaian yang berbeda. Kedua instrumen tersebut 

menghasilkan potret penhlaian PPK yang belum sepenuhnya 

konsisten. Hal mi ditunjukkan dari basil uji pcnk pada Pcmcrintah Kota 
Malang atas pcnilaian implcmcntasi PPK pada jenjang SD. Hasil rapor mow 
menunjukkan bahwa implementasi PPK jenjang SD pada Kota Malang 
hampir seluruhnya berada pada kategori PPK/tingkat terbaik. 1)ari 277 SD 
di Kota Malang, diantaranva sebanyak 109 sekolah berada pada kategoni 
1'PK 4 dan 130 sekolah kategoni PPK (tingkat tcrbaik). Namun capaian mi 
bcrbcda ketika implementasi PPK diukur oleh Dinas Pendidikan Kota 
Malang rang menggunakan instrurnen lainnya yaitu Panduan Pcnilaian PPK. 
Hasil uji petik pada 18 sckolah yang merniliki Rapor PPK rnencapai kategoni 
PPK (tcrbaik) ternyata bcrdasarkan hasil Panduan Penilaian PPK 
mcmperoleh Kategori D. 

Sclain itu, hasil monitoring dan cvaluasi olch PASKA juga 
menunjukkan bahwa implementasi PPK belum berjalan optimal di 

satuan pendidikan, yang dikarcnakan: 1) Masih ada sckolah yang belum 
merniliki pengetahuan mcngenai prinsip-pninsip PPK; 2) Sumber-sumber 
informasi tentang implementasi PPK belum tcrsosialisasi sccara luas; 3) 
LPMP dan dinas pendidikan belum aktif melaksanakan tugas scperti yang 
tertuang dalam SK Tim Implcmcntasi PPK; dan 4) Monitoring dan evaluasi 
Implementasi PPK secara khusus bclurn dilakukan baik okh dinas 
pendidikan, LPMP, maupun lembaga lainnva. 

Hasil pemcriksaan pada Pcmcrintah Dacrab yang menjadi uji pctik 
pemeriksaan BPK RI atas implementasi PPK mcnunjukkan bahwa: 1) 
Pcmcrintah Dacrah bclum mclakukan pcmantauan dan evaluasi 
pcnyelcnggaraan PPK, schingga pembuatan laporan penyelcnggaraan PPK 
kepada Menteri Dalarn Negeri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kcbudayaan belum dapat dilaksanakan; 2) Dinas Pendidikan bclum 
mengevaluasi PPK pada saruan sckolah paling scdikit sckali dalam sctahun, 
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schingga ridak dikctahui program mana yang scsuai dcngan kebutuhan atau 
karaktcr yang diinginkan sekolah; 3) Satuan pendidikan belum melakukan 
monitorrng dan evaluasi atas pelaksanaan PPK, pcnilaian yang dilakukan 
pendidik dalam proses belajar terutama dalam penilaian sikap baik itu sikap 
spiritual scperti ketaatan beribadah, perilaku bcrsvukur, berdoa scbclum 
melakukan aktivitas, toleransi beribadah maupun sikap sosial seperti jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, kcrja sania, percava din dengan 
mcnggunakan lembar observasi yang mencatat baik dan huruk sikap pcscrta 
didik, sedangkan jurnal penilaian sikap hanya mencatat prilaku peserta didik 
yang ekstrim; dan 4) Tidak ada pendampingan dari Kemendikbud dan/atau 
dinas pendidikan dalam pcngisian pcnilaian PPK schingga satuan 
pendidikan belum mcncrapkan penilaian PPK yang seragam. 

Bcrbagai permasalahan tcrscbut di atas mcngakibatkan karaktcr yang 
dharapkan pada peserta didik dan PTK sebagaimana tujuan dalam program 
PPK tidak dapat diukur ketcrcapaiannya, dan Kemcndikbud belum mcmiliki 
sumber informasi untuk melakukan intcrvcnsi perbaikan program PPK di 
masa yang akan datang. 

4. Pelaksanaan Revitalisasi SMK 

Dalam rangka merespon tingginya tingkat pcngangguran yang 
didominasi oleh jcnjang SMK serta mendorong dan mcngcmbangkan 
lulusan SMK agar lebih produktif dan aktif, maka Pcmerintah mengeluarkan 
Instruksi Presiden (lnprcs) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program 
Revitalisasi SMK. Sejak Lliluncurkannva program tersebut, sebanvak 219 
SMK telah ditunjuk oleh Kcmendikbud mcnjadi pilot pro&rame  revitalisasi 
SMK, scdangkan SMK yang tidak mendapat penunjukan dapat direvitalisasi 
oleh Pemerintab Provinsi. Pihak-pihak yang tcrlibat dalam revitalisasi SMK, 
antara lain: DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri, Perguruan Tinggi, Pusat 
Pcngembangan dan Pernberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(P4TK, dan Kcmcnterian/Lembaga. 

Aspek-aspek revitalisasi SMK terdiri dan lima area, vaitu kurikulum, 
pendidik, fasilitas, kcrja sama dengan DUD!, dan kualitas lulusan. 
Pervujudan lima area revitaliasi dilaksanakan mclalui 10 (sepuluh) langkah 
revitalisasi SMK yang tergambar pada tabel benikut. 
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Tabel 9. Perwujudan Revitalisasi dalam 10 Langkah 
Reviialisasi SMK 

Area Revitalisasi 10 Langkah Revitalisasi 

l',LtriI1,] in7 Icrbasis lndit7m 

Kurikulum 
Penggunaan media vidn tutorial dan 
porrofoho berbasis video e-ni1501/  ski/I 

Guru dan Tenaga Revitalisasi SDM Pendidik  
Lai,(' and Mai/'h dengan Industri 

Keiasama dengan Mcngeinhangkan kearifan local 
DL1DI Peran SMK sebagai Penggerak Ekonomi 

Lokal 
Sertifikasi dan . L1i'crtifikasi Protesi 
\ kreditasi 

Membangun Sistem Adrninjstrasi Sekolab 
5.Sarpras dan Infonnasi 	ana)cen (S\S) bcrbasis Sisrem 	M 	m 

Kclembagaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana 
S\ 1l. 2OI 

Salah satu permasalahan yang diungkap BPK RI dalam Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 terhadap pemeriksaan kincrja atas 
peningkatan kualitas melalui penguatan penjaminan mum pendidikan dan 
implementasi kurikulum 2013 dalam rnewujudkan vajib belajar 12 tahun 
adalah Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya 
melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi 
lulusan sesuai kebutuhan. Permasalahan tersebut terjadi pada 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 8 (delapan) 
Pemerintah Provinsi yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK RI. 
Dikarenakan 1 (satu) Pcrnerintah Provinsi, yaltu Provinsi Bali tclah 
memperoich pcnilaian perneriksaan "cukup efektif' dari BPK RI, maka 
hanya 7 (tujuh) Pcmerintah Provinsi yang akan disoroti dalam pembahasan 
permasalahan kajian mi. 

Pada Kementerian Pendidikan dan lKcbudayaan, permasalahan 
umum pelaksanaan revitalisasi SMK, antara lain: (1) Penvusunan roadmap 
pengembangan SMK dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, 
Pernda, dan DUDI belum berjalan optimal; (2) Pemerintah belum 
memenuhi kebutuhan guru produktif pada pcndidikan SMK; (3) 
Kemendikbud dan Pemda belum menvempurnakan dan menyclaraskan 
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kurikulum SMK dengan kebutuhan DUDI CLink and Match) (4) Proses 
akrcditasi dan pcnycdiaan lcmbaga scrtifikasi kompetensi lulusan SMK 
belum optimal; (5) Belum seluruh SMK mcndapatkan metode pembelajaran 
teaching factory dan technoparla; dan (6) Belum scluruh skema kompetensi 
memiliki SKKNI. 

Dalam hal penyusunan roadmap pengembangan SMK serta 

kerjasama dengan Kernenterian/Lembaga dan DUD!, BPK RI 
menernukan permasalahan bahwa dari 34 Provinsi yang diharapkan 
membuat ivadviap revitalisasi SMK, hanya 7 (tujuh) provinsi yang tclah 
selesai menyusun roadmap terscbut, antara lain Provinsi DKT Jakarta, Papua, 
Sulawesi Tcngah, Daerah Istimcwa Yogyakarta, Jawa Tengah, Bengkulu dan 
Sulawcsi Utara. Sedangkan sisanya scbanyak 27 provinsi masih dalam proses 
penvusunan bahkan ada yang belum melakukan penvusunan roadmap. 
Meskipun 7 (tujuh) provrnsi telab menyclesaikan penyusunan roadmap 
revitalisasi SMK, narnun hanya Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki 
data pn )yeksi kcscrnpatan kerja. 

Selain itu, kerja sama dengan Kcmcnterian/Lcmbaga lain juga 
diketahui belum bcrjalan optimal, ditunjukkan dengan heberapa 
Kemcnterian/Lembaga yang belum scluruhnva mclaksanakan langkah-
langkah strategis tcrkait revitalisasi scsuai dengan kcwajibannya masing-
masing seperti contohnya Kemenkes yang belum memberikan kesempatan 
kenja yang luas kepada lulusan SMK bidang kcsehatan dan Kemenaker yang 
bclum men usun proycksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang 
meiputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi dan waktu. 

Sclanjutnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan guru produktif, 

BPK RI menemukan permasalahan, yaitu pemerintab belum mcmcnuhi 
kebutuhan guru produktif pada pcndidikan SMK. Tercatat pada akhir tahun 
2018, jumlah guru SMK, baik negeri maupun swasta scbanyak 299,092 onang 
dengan 79.680 orang berstatus Guru Tidak Tetap (GT'[). Berdasarkan data 
Dapodik terkait kcbutuhan guru SMK yang mcngampu mata pelajaran 
kejuruan di sckolah negeri per 31 Desember 2018, masih terdapat kcbutuhan 
guru produktif yang belum tcrpcnuhi sebanvak 128.880 guru. !\tas 
kekurangan tersebut, Pcmenintah Daerah kernudian mengangkat GTI' 
sebanvak 35.336 orang, schingga rnasih terdapat kekurangan pemenuhan 
kebutuhan guru mata pelajaran kejuruan sebanyak 93.554 orang. Selain 
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kuandtasnya yang masih kurang, sebanyak 9.535 guru SMK belum 
memenuhi kualifikasi akadcmik minimal bcrpendidikan SI /D4 dan 
sebanyak 165.583 orang belum mcmiliki sertifikasi kompetensi keahlian. 

Kemudian, dalam hal link and match kurikulum SMK dengan 
kebutuhan DUD!, BPK RI menemukan permasalahan bahwa lulusan 
SMK masib mendorninasi jumlah pcngangguran di Indonesia, discbabkan 
karena kompetcnsi lulusan SMK belum link and match dengan keburuhan 
DUDI. Berdasarkan analisa terhadap data Survci Angkatan Kcrja Nasional 
tahun 2018, beberapa sektor industri rncrnbutuhkan prioritas penyediaan 
tenaga kerja tingkat SMK, namun permintaan tersebut belum mampu 
dipenuhi karena belum ada SMK yang mcmiliki spcktrum jurusan tersebut. 
Sebaliknya, beberapa sektor industri lainnya justru memiliki jumlah lulusan 
yang melebihi kebutuhan DUDI, diantaranva sektor jasa keuangan, jasa 
telekomunikasi, dan tcknologi informasi. 

Menyikapi kondisi tersebut, Kernendikbud telah melakukan 
pcngcmbangan Kurikulum 2013 untuk pendidikan SMK, diantaranya pada 
tahun 2016 mclakukan revisi melalui pcnyelarasan spektrum kcahlian, 
pcnambahan cmpat kompetensi keahlian bant (Retail, Manajemen Logistik, 
Hotel dan Restoran, Produksi l'ilm), serta penyelarasan struktur kurikulum, 
meiputi perubahan mara pelajaran untuk kelas 11 dan 12, dan perubahan 
jam pelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran 
Produk Kreatif dan Kewirausahaan. 

Dalam hal proses akreditasi dan penyediaan Lembaga 
Sertifikasi Kompetensi Lulusan SMK, BPK RI menemukan 
permasalahan, antara lain: masih terdapat 319 SMK yang memperoleh 
predikat Tidak Terakreditasi karena bclum mcmcnuhi persyaratan yang 
dibutuhkan dan 957 SMK yang belum men jalani proses akrcditasi; beberapa 
liscnsi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) telah memasuki masa kadaluwarsa 
sehingga scrtifikat kompetensi lulusan SMK tidak dapat diterbikan, dan 
penvebaran LSP belum mcrata di scluruh wilavab Indonesia. Lebih lanjut, 
dalam hal pclaksanaan metode pembelajaran teaching Jictoiy dan technopark, 
BPK RI menemukan permasalahan yakni belum seluruh SMK mendaparkan 
metode pembelajaran teachiig /-tctory dan technopark. Sampai dengan tahun 
2019, Direktorat PSMK Kcmendikbud haru merealisasikan teaching factoij 

scbanvak 550 dan technop ark schanyak 123. 
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Terakbir, terkait Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI), hasil perncriksaan BPK RI menernukan bahwa belurn scluruh 
spcktrum kurikulum SMK mcmiliki SKKNI. Berdasarkan penjelasan BNSP, 
dari 146 paket keahlian SMK, sebanyak 117 paket keahlian telah merniliki 
SKKN1, sedangkan sisanva 29 pakct keahlian belum memiliki SKKNI 
schingga pcscrta didik tidak dapat mclakukan LTji Kompetensi Keahlian 
(UKK) di LSP. Kondisi tersebut disebabkan pihak Kemcntcrian/Lcmbaga 
teknis yang berwenang untuk mengajukan standar kcahlian tertentu terkait 
dcngan spcktrurn yang dibuka bclurn mcngajukan ke Kcrncnakcr. Dad 
berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan-
perrnasalahan tersebut mcngakibatkan Pcmcrintah bclum dapat menjamin 
ketcrscdiaan lulusan SMK yang merniliki kompetensi sesuai kebutuhan 
DUDI. 

Pada Pcmerintah Dacrah, sccara ganis besar terdapat dua 
permasalahan terkait pclaksanaan revitalisasi SMK yang terjadi pada 6 
Pcmcrintah Daerah, yaitu Pemenintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi NTB, 
Provinsi Kalimantan Tcngah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi 
Barat, dan Provinsi Maluku Utara. Adapun dua permasalahan tersebut antara 
lain terkait pelaksanaan langkah-langkah revitalisasi SMK dan evaluasi 
pelaksanaan revitalisasi SMK. 

Dalam hal pelaksanaan langkah-langkah revitalisasi SMK, hasil 
pemeriksaan BPK RI menemukan adanva permasalahan bahwa Pemcnintah 
Provinsi belum scpcnuhnya menjalankan Iangkah-langkah revitalisasi SMK, 
antara lain jurusan/spcktrum belum disesuaikan dcngan kcbutuhan DUDI 
(/inA and mitch); pembelajaran belLim didukung dengan sarana dan prasarana 
yang cukup memadai; masib terbatasnya jumlah maupun kompctcnsi SDM 
pendidik; kc.xrdinasi pelaksanaan revitalisasi SMK antara Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemenintah Provinsi belum optimal 
dalam penyusunan ivadmap dan implcmentasinya. 

Scdangkan, dalam hal evaluasi pelaksanaan revitalisasi SMK, 
perrnasalahan secara keselurahan yang tcrjadi di 6 Pemcnintah Dacrah 
tcrsebut adalah Pcmcnintah Provinsi helum mclakukan evaluasi atas hasil 
pelaksanaan revitalisasi SMK. 

Permasalahan lain di luar permasalahan tcrsebut di atas, vaitu belum 
tcrmuatnya program revitalisasi SMK dalam RP)MD dan belum adanya 
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payung h ukum yang mengatur kebij akan umum/pedoman terkait revitalisasi 
SMK, seperti Peraturan Gubernur. Permasalahan mi terjadi pada Provinsi 
Gorontalo dan Provinsi jawa Barat. 

Atas berbagai permasalahan yang telah diuraikan tersebut 
mengakibatkan lulusan SMK bcrpotensi tidak terserap oleh DUDI karena 
upaya revitalisasi yang telah dilaksanakan oleb SMK menjadi tidak terarah 
dan tidak clapat diukur keberhasilannya, jumlah dan maw lulusan SMK tidak 
sesuai dengan kebutuhan DUDI, implementasi rcvitalisasi SMK belum 
dapat dinilai kelemahan serta kcbcrhasilannya schingga belum ada solusi atas 
berbagat permasalahan aktual yang tcrjadi. 

III. SARAN 

Beberapa saran perbaikan dalam rangka mcngatasi berbagai 
perrnasalahan terkait pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran melalui 
penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam 
mewujudkan wajib belajar 12 tahun, antara lain: 

1. Terkait permasalahan data dan informasi hasil SPMP 
Kemendikbud bersama dengan Pemerintah Daerah, Dinas 
Pendidikan dan Satuan Pendidikan perlu untuk menyempurnakan 
instrumen pcnjaminan mum pendidikan. 
Kcmcndikbud agar segera menetapkan kcbijakan SNP bagi Diksus 
dan Diktara. 
Perlu rneningkatkan koordinasi antara Kemendikhud, UPT 
Kenendikbud, Pcnerintah Dacrah, serra Satiian lkndijikan dalam 
pclaksanaan penjaminan mum pcndidikan. 
Kemendikbud, Pemerintab Daerah, Dinas Ikaididik:in dan Satuan 
Pcndidikan perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 
SDM, khususnya berupa pemahaman teknis bagi pclaksana, agar 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat mencetak 
SDM yang unggul dcmi mcraih visi Indonesia emas tahun 2045 
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2. Terkait permasalahan tindak lanjut rekomendasi hasil penjaminan 
mutu pemanfaatan 

Kcmcndikbud perlu bcrkoordinasi dengan Kemendagri untuk 
mendorong komitmen pemda berperan aktif dalam penjaminan mutu 
pcndidikan; 
Pemcrintah Daerah bersarna dengan UPT, Dinas Pendidikan dan 
Satuan Pendidikan perlu melakukan membahas hasil pemetaan mutu 
(rapor mum dan akrcditasi) scbelum mcrumuskan rekomendasi 
peningkatan mutu scrta memastikan tersedianva rencana aksi 
perbaikan mutu pencidikan sesual rekomendasi LPMP; 
Kemcndikbud bersama dengan Kemendagri dan Kementerian terkait 
lainnya perlii membuat peta mutu dan rekomendasi strategis 
penjarninan mutu pendidikan secara nasional serta men ediakan 
media evaluasi pelaksannan/pemantauan tindakianjut atas 
rekomendasi penjaminan mum oleh pemda dan satuan pendidikan. 
Pemcrintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan perlu 
melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi basil pcnjaminan 
mum secara periodik di tingkat satuan pcndidikan. 

3. Terkait permasalahan penerapan Kurikulum 2013 
Kcmcndikbud dan Kcmcntcrian/Lcmbaga tcrkait serta Pcmda agar 
segera melakukan pembaharuan muatan Kurikulum 2013 scsuai 
kebutuhan pembelajaran. 
Kemendikb ud dan Kementerian/Lembaga terkait bersama Pemda 
dan Dinas Pendidikan perlu scgcra mcnvusun dan mcngcmbangkan 
buku teks utama dan buku nonteks serta menyediakan media/hahan 
ajar untuk mendukung pcmbelajaran Kurikulum 2013 melalui portal 
Rumab Belajar yang memuat model pembelajaran dan bank soal UN. 
Kemendikbud, Pemda dan Dinas Pendidikan perlu menyusun 
panduan, pendampingan, penetapan satuan pendidikan pelaksana 
Kurikulum 2013, pelatihan/pcnvcgaran narasumber nasional, 
instruktur nasional, instruktur provinsi, instruktur kabupaten/kuta, 
serta pedoman pelatihan, pengembangan kegiatan pelaksanaan 
pelatihan, serta pengcmbangan kompetensi bagi PTK; dan 
melakukan monitoring dan evaluasi pclaksanaan kurikukim pada 
satuan pendidikan. 
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4. Terkait permasalahan pemanfaatan hasil penilaian pendidikan: 

Kemendikbud agar membuat instruksi secara tertulis kepada 
Pcmcrintah Daerah untuk melakukan evaluasi serta menganalisis basil 
penilaian pendidikan sccara periodik dengan memperhatikan 1PM, 
hasil ujian PISA/AKSI/scjenisnya, hasil UN maupun hasil US; 
Mendorong Pernerintah Daerah agar memanfaatkan hasil UN dan 
bcrbagai hasil evaiLtasi pendidikan untuk menyusun rcncana aksi 
perbaikan kualitas pembelajaran dalam irnplcmcntasi kurikulum 2013 
secara tcrtulis. 
Kcmcndikhud bersama Pcmcrintah Daerah agar berkoordinasi untuk 
mcrancang, rncnctapkan serta mensosialisasikan kepada sciurub 
sekolah terkait media rekam jejak perkcmbangan peserta didik secara 
komprehensif mdiputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, 
kognitif, afektif, psikomotorik agar dapat dimanfaatkan oleh peserta 
didik sebagai bckal mclanjutkan jenjang satuan pendidikan 
sc1anutnya. 

5. Terkait permasalahan pendidikan penguatan karakter (PPK) 

Kcmcndikbud perlu merurnuskan indikator kcberhasilan pcnerapan 
PPK yang dapat mengukur dampak dari keberhasilan kegiatan PPK. 
Kemcndikbud perlu scgcra mcrancang instrumen pengukuran 
penerapan PPK. 
Pemda, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan penlu mclakukan 
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PPK, sehingga dapat 
membuat laporan pcnyclenggaran PPK dan mclaporkannva kepada 
Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kcbudavaan 
Pemdapenlu melakukan kerja sama antar Kcmcntcnian/Lcmbaga 
yang mendukung penyelenggaraan PPK, mcnyiapkan SD M yang 
kompeten dan anggaran yang mcmadai untuk menunjang 
pcnycicnggaraan PPK. 
Satuan Pendidikan perlu rnclakukan sosialisasi program PPK kcpada 
komite, pendidik dan orang tua siswa. 

6. Terkait perniasalahan revitalisasi SMK 
a. Kemendikbud bersama Pemcrintah Daerah perlu meningkatkan 

koordinasi dalam penyusunan roadmap revitalisasi SMK; 
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Pemerintah Daerah harus dapat memetakan potcnsi wilayah, 
mernctakan DUDI, profil DUD, serta penycrapan lulusan SMK agar 
jurusan/spcktrum SMK yang sudah ada maupun yang baru dibcntuk 
dapat Link and match dengan kebutuhan DUD1; 
Kcmcndikbud dan Pcmcrintah Daerah perlu memenuhi kcbutuhan 
tenaga pendidik (secara kuantitas maupun kualitas) serta kcbutuhan 
sarana dan prasarana pendukung pembelajaran; 
Kcrncndikbud dan Pcmcrintah Dacrah perlu mclakukan cvaluasi 
secara periodik dan mcniperbaiki segala kelemahan dalam 
implcmcntasi program revitalisasi SMK. 
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